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Nurul Apriyanti, 2018, Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi 
Warga Negara Asing (WNA) di Kota Malang (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas 
I Malang). Drs. Abdul Wachid, M.AP., Nurjati Widodo, S.AP., M.AP. 
           Visa merupakan salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh seseorang yang 
berkunjung ke suatu negara. Bebas visa kunjungan merupakan fasilitas yang 
diberikan kepada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tanpa 
menggunakan visa (bebas visa). Tidak semua negara bisa menggunakan bebas visa 
kunjungan ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, 
dan menganalisis implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara 
asing (WNA) di Kota Malang serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. 
Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif menggunakan teori yang mendukung yaitu administrasi publik, kebijakan 
publik, implementasi kebijakan, keimigrasian, fasilitas bebas visa kunjungan, dan 
warga negara asing. Penelitian ini menggunakan model Edward III untuk menentukan 
fokus penelitian, fokus penelitiannya yaitu implementasi kebijakan bebas visa 
kunjungan bagi warga negara asing (WNA) di Kota Malang serta faktor pendukung 
dan penghambat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
Creswell dengan tahapan pengumpulan data, pengolahan dan persiapan data, 
pembacaan data, peng-codingan data, penghubungan data, dan interpretasi data. 
Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan pada Kantor Imigrasi 
Kelas I Malang sudah terlaksana. Dari aspek komunikasi sudah saling melakukan 
keterbukaan, namun masih ada kendala dengan instansi luar terkait kejelasan 
informasi. Aspek sumberdaya khususnya sumberdaya manusianya, jumlahnya masih 
belum memadai. Aspek disposisi melalui penegakan hukum yang tegas seperti 
tindakan administratif keimigrasian dan projusticia sudah terlaksana sesuai kebijakan 
yang berlaku. Aspek struktur birokrasi meliputi pelaksanaan yang dilakukan sudah 
sesuai prosedur yang ditentukan. Faktor pendukung yaitu konsistensi aparatur 
terhadap kebijakan terkait pengawasan dan penindakan orang asing, kerjasama antar 
Tim Pora. Faktor penghambat yaitu sumberdaya manusia, kurangnya jumlah pegawai, 
dan kurangnya kejelasan informasi dari instansi terkait.  
Saran yang dapat peneliti berikan yaitu perlunya penambahan jumlah pegawai, 
melakukan rapat evaluasi dengan Tim Pora, dan melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat terkait pengawasan dan pelaporan orang asing. 




Nurul Apriyanti, 2018, Implementation of a Tourism Visa-Free Policy for Foreign 
Nationals in the Malang City (Case Study at Kantor Imigrasi Kelas I Malang). 
Drs. Abdul Wachid, M.AP., Nurjati Widodo, S.AP., M.AP. 
A visa is a document that must be owned by someone to visiting a country. 
Visa free is a facility provided to foreign tourists visiting Indonesia without using a 
visa (visa free). Not all countries can use visa-free to Indonesia. This study aims to 
find out, describe, and analyze the implementation of free-visa policy on foreigner in 
the City of Malang as well as what are the supporting factors and inhibitors. 
This research used descriptive research method with qualitative approach 
focused on public administration, public policies, policy implementations, 
immigration, visa-free facility, and foreigner. The purpose of this research is to 
analysis issues related to the effort of immigration in short visa free policy 
implementation for foreigners and its obstacles in Malang City. Data analysis 
techniques used are Creswell’s data analysis techniques with data collection, data 
processing and preparation, data reading, data coding, data linking, and data 
interpretation. 
The result of this research concludes that on the communication aspect still lack 
on information transparency between immigration and other public institutions. The 
aspect of human resource still lack of the amount of human resources. The aspect of 
disposition through strict law enforcement such as administrative immigration and 
projusticia measures has been carried out according to the applicable law. Some 
obstacles that is lacks of immigration intelligence knowledge, and intensity of its 
socialization to foreigners. 
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A. Latar Belakang 
    Globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas 
penduduk antar negara. Batas-batas negara semakin mudah dilalui dan ditembus 
untuk berbagai kepentingan penduduk tersebut. Lalu lintas atau mobilitas 
penduduk mempunyai pengertian yaitu pergerakan penduduk dari suatu negara ke 
negara lain. Pergerakan tersebut dapat bersifat sementara (non permanen) maupun 
menetap (permanen) seperti mobilitas ulang-alik dan migrasi (Wagiman, 2012: 
55). Perpindahan yang bertujuan untuk menetap di suatu negara tujuan disebut 
migrasi. Migrasi penduduk terbagi menjadi dua jenis, yaitu migrasi interen dan 
migrasi internasional. Migrasi interen yaitu perpindahan penduduk yang terjadi 
dalam batas wilayah suatu negara, sedangkan migrasi internasional yaitu 
perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara (Wagiman, 2012: 57).  
Semakin banyak penduduk yang mengadakan migrasi mulai dari 
perjalanan darat, laut, dan udara untuk berbagai kepentingan, baik di tingkat 
domestik maupun internasional merupakan contoh perkembangan dunia saat ini 
yaitu perkembangan dan pertumbuhan perekonomian global. Perkembangan dunia 
saat ini menjadi semakin pesat dan meluas, hal ini disebabkan oleh kemajuan 
teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang sangat cepat. Migrasi 
penduduk menunjukkan peningkatan yang cukup besar di saat ini dan di masa 
mendatang yang diakibatkan oleh perkembangan dan pertumbuhan global tersebut.  
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Pemerintah Indonesia melihat kondisi migrasi penduduk yang meningkat 
ini sebagai peluang yang sangat menguntungkan, karena Indonesia adalah negara 
yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta ditambah 
dengan keuntungan letak geografis di antara dua benua dan dua samudera. 
Indonesia yang notabenenya juga merupakan negara kepulauan menyadari bahwa 
banyaknya pulau yang ada di Indonesia tentu menyuguhkan panorama alam 
berupa wisata pantai maupun wisata alam lainnya yang berpotensi menjadi 
destinasi wisata bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Sumberdaya 
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata dan merupakan modal bagi 
pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia.  
Tidak hanya potensi wisata alam saja yang menjadi pertimbangan, tetapi 
Indonesia juga didukung dengan wisata budayanya. Indonesia merupakan bangsa 
yang majemuk yang terdiri dari ribuan suku bangsa di mana memiliki ciri khas 
tersendiri yang mampu menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Sebagaimana 
diketahui pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan negara dan 
merupakan faktor potensial dalam pembangunan nasional, khususnya 
pembangunan ekonomi, oleh karena itu kegiatan ini perlu dikembangkan dan 
ditingkatkan. Berbicara mengenai pariwisata sama halnya berbicara mengenai 
globalisasi karena pada dasarnya pariwisata tidak mengenal tingkat batas wilayah. 
Pengembangan dan peningkatan kepariwisataan diarahkan untuk 
memperbesar penerimaan devisa dan meningkatkan pendapatan nasional dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan 
memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, dan mendorong 
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pembangunan daerah. Pengembangan dan peningkatan kepariwisataan selain 
untuk meningkatkan perekonomian, juga di arahkan untuk memupuk rasa cinta 
tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa. 
Melihat potensi besar yang ada, maka untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kepariwisataan, pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan dan 
usaha yang semua ini dimaksudkan untuk dapat menarik para wisatawan baik dari 
dalam negeri maupun luar negeri. Berkaitan dengan hadirnya para wisatawan 
mancanegara, oleh pemerintah telah ditetapkan kebijaksanaan yang intinya 
memberikan kemudahan bagi para wisatawan mancanegara tersebut untuk masuk 
ke Indonesia. Kemudahan tersebut salah satunya adalah dengan memberikan 
fasilitas bebas visa kunjungan.  
Pada prinsipnya, setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib 
memiliki visa. Pengertian visa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 
diperwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh 
pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk 
melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian 
izin tinggal. Jenis-jenis visa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu: 
a. Visa dipolmatik; 
b. Visa dinas; 
c. Visa kunjungan; dan 
d. Visa tinggal terbatas. 
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Setiap orang asing yang bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan tujuan 
wisata dapat diberikan visa kunjungan wisata untuk waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari yang tidak dapat diperpanjang masa berlakunya. 
Perkembangan selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa 
pembebasan dari kewajiban memiliki visa bagi wisatawan mancanegara dari 
beberapa negara tertentu untuk melakukan perjalanan ke Indonesia atau yang 
disebut bebas visa kunjungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang 
mengimplementasikan bebas visa kunjungan, negara-negara lain seperti Malaysia, 
Filipina, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Kolumbia, Hongkong 
dan lain sebagainya juga mengimplementasikan kebijakan tersebut (Wisesatravel, 
2015). Implementasi bebas visa kunjungan sudah dilaksanakan sejak era Soeharto 
pada tahun 1983. Implementasi kebijakan menurut Agustino (2008: 138) adalah 
suatu proses yang dinamis di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas 
atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai 
dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Suatu negara pasti memiliki 
peraturan yang mengatur tentang bebas visa kunjungan. Peraturan tersebut jika di 
Indonesia berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden (Perpres), atau 
Peraturan Menteri (Permen). Peraturan di Indonesia yang terkait dengan kebijakan 
bebas visa tersebut terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Bebas Visa Kunjungan. 
Tujuan dikeluarkannya fasilitas bebas visa kunjungan ini menurut 
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan adalah 
untuk meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Warga 
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Negara Asing (WNA) perlu diberikan kemudahan untuk masuk ke wilayah 
Indonesia dengan bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan 
dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Tujuan lainnya adalah 
untuk memberikan manfaat yang lebih, dalam peningkatan perekonomian pada 
umumnya dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. 
Pemerintah Indonesia perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah 
wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan 
fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan. 
Fasilitas bebas visa kunjungan di Indonesia dalam sejarah 
perkembangannya mengalami penambahan dan pengurangan terhadap daftar 
negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan. Pada era Megawati, terdapat 11 
negara yang mendapat fasilitas bebas visa kunjungan. Kebijakan ini dibentuk 
dalam Keppres No. 18 Tahun 2003. Kemudian pada tahun 2008 di era Susilo 
Bambang Yudoyono, tercatat 12 negara yang mendapatkan bebas visa kunjungan, 
dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador dan menghapus Turki dari daftar 
negara bebas visa kunjungan sebelumnya.  
Dilanjut pada tahun 2011, masih di bawah pimpinan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono, ditambahkan tiga negara lagi yaitu Kamboja, Laos, dan 
Myanmar. Kedua kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tercantum 
di dalam Perpres No. 16 Tahun 2008 dan Perpres No. 23 Tahun 2011, dan 
sekarang di bawah pemerintahan Presiden Jokowi tercatat ada 169 negara yang 
mendapat fasilitas bebas visa kunjungan. Tahap pertama dengan 30 negara yang 
mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan, tercatat dalam Perpres No. 69 Tahun 
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2015 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang ditandatangani Presiden pada 9 
Juni 2015 dan tahap II diberlakukan pada tanggal 18 September 2015 dengan 
ditandatangani Perpres No. 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden tahap I, yaitu jumlah negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan 
singkat meningkat menjadi 75 negara. Kemudian ditambahkan oleh Menteri 
Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya menjadi 84 negara baru yang 
terdaftar sebagai negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan singkat ke 
Indonesia. Sehingga total negara saat ini yang mendapat fasilitas bebas visa 
kunjungan menjadi 169 negara dan negara yang paling banyak mendapatkan 
fasilitas bebas visa kunjungan ini, hampir sebagian besarnya adalah negara-negara 
yang berada dikawasan Asia, dan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara 
seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia merupakan negara pesaing pariwisata 
Indonesia. Daftar negara-negara yang mendapat fasilitas bebas visa terdapat di 
lampiran. 
Dilihat dari aspek keberhasilan kinerja sektor pariwisata dalam beberapa 
tahun terakhir, khususnya antara tahun 2011-2015, jumlah kedatangan wisatawan 
mancanegara ke Indonesia memang terus mengalami peningkatan. Berikut tabel 








Tabel 1. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia 
Menurut Pintu Masuk, 2011-2015 








Ngurah Rai Kualanamu  Batam 
Bandara 
Lainnya 
2011 1 933 022 2 788 706  192 650 1 161 581 1 573 772 7 649 731 
2012 2 053 850 2 902 125  205 845 1 219 608 1 663 034 8 044 462 
2013 2 240 502 3 241 889  225 550 1 336 430 1 757 758 8 802 129 
2014 2 246 437 3 731 735  234 724 1 454 110 1 768 405 9 435 411 
2015 2 368 628 3 936 066  201 447 1 587 719 2 136 915 10 230 775 
 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Badan Pusat Statistik 2016), 2018 
Data di atas menunjukkan bahwa adanya fasilitas bebas visa kunjungan 
mempunyai trend dampak positif terhadap peningkatan wisatawan mancanegara 
ke Indonesia pada sektor pariwisata. Jumlah wisatawan mancanegara yang 
berkunjung ke Kota Malang dari tahun 2014 sampai 2016 juga terus meningkat. 
Berikut tabel jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Malang. 
Tabel 2. Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Kota Malang, 2014-2016 




Jumlah  24.314 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Kota Malang Dalam Angka 2017), 
2018 
Data di atas memperlihatkan bahwa wisatawan mancenagara yang 
berkunjung ke Kota Malang setiap tahunnya dari tahun 2014-2016 meningkat. 
8 
 
Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2014 adalah 6.025 orang. Tahun 2015 
berjumlah 8.754 orang, meningkat 2.729 orang. Sedangkan tahun 2016 jumlah 
wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Malang 9.535 orang, 
meningkat 781 orang. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ini tidak lain 
juga disebabkan oleh adanya fasilitas bebas visa kunjungan tersebut. Selain 
dampak yang menguntungkan (positif), peningkatan mobilitas orang asing juga 
dapat mengandung dampak yang merugikan (negatif) yang dapat meluas ke pola 
kehidupan serta tatanan sosial budaya dan berpengaruh pada aspek pemeliharaan 
keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Permasalahan yang timbul antara 
lain karena penyalahgunaan bebas visa kunjungan tersebut, seperti adanya 
wisatawan asing yang bekerja, semakin meningkatnya kejahatan narkotika, dan 
meningkatnya jumlah penderita penyakit (AIDS) yang diduga berasal dari orang 
asing yang berkunjung ke Indonesia. 
Fasilitas bebas visa kunjungan yang semula diharapkan memberikan 
manfaat dan pengaruh positif terhadap pelaksanaan dan kelancaran pembangunan 
nasional dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan negara, dalam 
perkembangannya ternyata menimbulkan ekses yang justru cenderung merugikan 
kepentingan negara dengan cukup terbukanya bagi pendatang, pekerja, pengusaha 
asing yang menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Semakin 
meningkatnya angka pelanggaran keimigrasian yang diakibatkan dari 
penyalahgunaan fasilitas bebas visa kunjungan tersebut dapat dilihat dari tahun 
2013 yang mencapai 13.802 kasus dan tahun 2014 mencapai 15.340 kasus (Berita 
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Satu, 2015), di mana kebanyakan pelanggaran tersebut karena para WNA bekerja 
namun tidak mempunyai izin kerja di Indonesia. 
Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Indonesia oleh wisatawan 
mancanegara menyusul adanya fasilitas bebas visa kunjungan ternyata berbanding 
lurus dengan peningkatan jumlah pelanggaran keimigrasian. Masalah ini menjadi 
sangat serius terhadap keimigrasian yang memiliki dampak luas terhadap 
keamanan negara dan juga keberadaan tenaga kerja di Indonesia. Keberadan 
Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Jawa Timur khususnya di Kota Malang 
mengundang keresahan para pekerja Indonesia. Ketua Komisi A DPRD Provinsi 
Jawa Timur, H. Freddy Poernomo, S.H., M.H., dalam kunjungan kerjanya ke 
Kantor Imigrasi Kelas I Malang menyatakan bahwa keberadaan TKA ilegal ini 
mulai menggusur para pekerja Indonesia perlahan-lahan, oleh karena itu akhir 
tahun 2016 lalu, kantor DPRD Provinsi Jawa Timur ramai di demo oleh serikat 
pekerja Indonesia yang menuntut penanganan tegas soal TKA ilegal yang semakin 
marak. Hal ini menjadi bahan pertimbangan untuk menyikapi banyaknya TKA 
yang menyalahi aturan (Kantor Imigrasi Kelas I Malang, 2017). 
Bebas visa kunjungan yang berlaku bagi wisatawan mancanegara 
sekarang diakui nampak memberatkan pihak keimigrasian dalam sistem 
pengawasan warga negara asing, walaupun telah menjalankan sistem selective 
policy bagi seluruh warga negara asing yang ingin masuk ke Kota Malang. Modus 




Selain penyalahgunaan ijin tinggal seperti warga negara asing yang 
menggunakan visa kunjungan tetapi ia bekerja dan tidak mempunyai ijin 
bekerjanya, warga negara asing juga banyak yang overstay. Pada tahun 2017 
sebanyak 132 orang asing overstay (Kantor Imigrasi Kelas I Malang 2017). 
Overstay dapat diketahui ketika wisatawan mancanegara tersebut akan keluar dari 
negara ini dengan memeriksa return ticket wisatawan tersebut. Sebelumnya warga 
negara asing yang akan masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan 
diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi tertentu seperti bandara atau pelabuhan 
internasional yang menurunkan orang asing. 
Seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian melakukan tugasnya 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seksi pengawasan dan penindakan selalu 
turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan di wilayah kerjanya. Wilayah 
kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten, yaitu 
Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Batu, Kabupaten Malang, 
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. 
Pengawasan dilakukan di tempat yang diduga ada keberadaan dan kegiatan orang 
asing, seperti hotel, tempat wisata, dan perusahaan. Sedangkan untuk penindakan 
dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Malang, di mana apabila ditemukan 
penyalahgunaan terkait keimigrasian akan dibawa langsung ke kantor untuk 
dilakukan penyidikan oleh sub seksi penindakan. 
Uraian yang telah dipaparkan di atas telah menjelaskan bahwa 
implementasi bebas visa kunjungan menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya 
dampak positif tetapi juga ancaman dampak negatif yang besar, seiring dengan 
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semakin meningkatnya warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia 
khususnya ke Kota Malang. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan 
judul “Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Warga Negara 
Asing (WNA) di Kota Malang (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah bertujuan mempersempit tujuan penelitian dan perlu 
dirumuskan dalam sebuah kalimat tanya agar dapat dijawab oleh peneliti 
berdasarkan data penelitiannya (Bandur, 2016: 42). Rumusan masalah untuk 
penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga 
negara asing (WNA) pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang? 
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan 
kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) pada Kantor 
Imigrasi Kelas I Malang? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan hal yang ingin dicapai dari penelitian 
tersebut untuk mengatasi masalah penelitian (Bandur, 2016: 41). Berdasarkan 
pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi 
kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) pada Kantor 
Imigrasi Kelas I Malang. 
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan 
penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa kunjungan 
bagi warga negara asing (WNA) pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang. 
 
D. Kontribusi Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, dalam artian 
dapat memberikan nilai dan masukan baik secara teoritis maupun praktis terhadap 
permasalahan dalam implementasi bebas visa kunjungan. Adapun capaian 
kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kontribusi Akademis 
a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
bagi pihak lain khususnya pihak akademisi yang akan melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan bebas visa 
kunjungan bagi warga negara asing (WNA). 
b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan dan 
pengembangan Ilmu Pengetahuan Administrasi Publik khususnya bagi 
Ilmu Administrasi Pemerintahan yang digunakan sebagai perbandingan 
bahan studi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang ingin 
meneliti terkait tugas pokok dan fungsi aparatur negara pada instansi 
pemerintah, khususnya pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang. 
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2. Kontribusi Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 
pengetahuan bagi pemerintah dan stakeholder yang berperan langsung 
dalam implementasi bebas visa kunjungan di Kota Malang. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta 
masukan atau solusi bagi pemerintah khususnya Kantor Imigrasi Kelas I 
Malang agar ke depannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam 
pengimplementasian bebas visa kunjungan di Kota Malang. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan garis besar dari penulisan karya ilmiah 
serta bertujuan untuk membantu pembaca mengetahui susunan keseluruhan 
penulisan ini dan memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini secara 
keseluruhan. Adapun sistematika penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini 
terdiri dari tiga bab, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan 
sistematika penulisan yang diuraikan dan dijelaskan oleh penulis. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
Merupakan bab yang mengemukakan teori-teori atau temuan-temuan 
ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi), 
yang berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan atau pertanyaan 
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penelitian untuk menyusun skripsi. Teori-teori yang digunakan dalam 
menyusun skripsi ini diantaranya adalah pengawasan, kebijakan bebas 
visa, keimigrasian, warga negara asing. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang 
digunakan penulis. Metode yang digunakan tersebut menyangkut jenis 
penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, 
teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisi data. 
 
BAB IV HASIL DA PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisikan tentang temuan-temuan analisis penelitian yang 
dihasilkan dari pengelolaan dan analisis data yang dilakukan, serta 
dilanjutkan dengan analisis peneliti terhadap temuan-temuan penelitian 
yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada di dalam bab dua. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan diuraikan dari hasil penelitian dan pembahasan dan saran 






A. Administrasi Publik 
1. Pengertian Administrasi Publik 
Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014: 3) 
adalah proses di mana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan 
dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola 
(manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik dan juga administrasi 
publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur 
public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai 
suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-
masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang 
organisasi, sumberdaya manusia, dan keuangan. Pengertian administrasi publik 
selanjutnya yang disampaikan oleh Ahmad (2015: 45), bahwa “administrasi 
publik adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam wadah 
organisasi yang digerakkan manajemen untuk mencapai tujuan pemerintahan 
negara yang telah ditetapkan secara rasional”. 
Nigro dan Nigro dalam Ahmad (2015: 101) menyatakan: 
“Administrai publik mengacu pada pelaksanaan pernyataan yang dibuat 
oleh pejabat publik yang diakui dan ditunjuk untuk kepentingan kolektif lebih 
lanjut. Hal ini mencakup organisasi urusan publik, tujuan sosial dan pengambilan 
keputusan kolektif, manajemen lembaga publik, kantor publik dan kekayaan 





Definisi-definis tentang administrasi publik di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa administrasi publik pada prinsipnya merupakan proses 
kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu, di 
mana tujuan tersebut adalah tujuan negara atau pemerintahan. Perkembangan 
pemikiran lain di dalam ilmu administrasi terus berkembang, menurut 
Kartasasmita (2002: 24), “perkembangan yang cukup mendasar telah terjadi 
dengan munculnya kebijakan publik sebagai paradigma administrasi publik yang 
di dalamnya tercakup perumusan kebijakan, teknis analisis kebijakan, serta 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan”. 
 
2. Ruang Lingkup Administrasi Publik 
Ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari 
perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. 
Salah satu cara untuk melihat cakupan material atau ruang lingkup administrasi 
publik dari suatu negara adalah dengan mengamati jenis lembaga-lembaga 
departemen (kementeritan) dan non departemen yang ada dalam suatu negara atau 
daerah. Chandler dan Plano dalam Keban (2014: 8) mengatakan bahwa apabila 
kehidupan manusia menjadi semakin kompleks permasalahannya, maka apa yang 
dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga semakin kompleks. 
Gerald Caiden dalam Ahmad (2015: 100) mengungkapkan ruang lingkup 
administrasi publik adalah bagaimana orang mengorganisir diri mereka sebagai 
publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing 
memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama. 
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Ruang lingkup administrasi publik menurut Nicholas Henry dalam 
Keban (2014: 8-9) dapat dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut: 
a) Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model 
organisasi, dan perilaku birokrasi. 
b) Manajemen publik yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, 
evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen 
sumberdaya manusia. 
c) Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan 
implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan, dan etika 
birokrasi. 
 
Ruang lingkup administrasi publik menurut Ahmad (2015: 103) adalah 
sebagai berikut: 
a) Kebijakan publik; 
b) Birokrasi publik; 
c) Manajemen publik; 
d) Kepemimpinan; 
e) Pelayanan publik; 
f) Administrasi kepegawaian; 
g) Kinerja; dan 
h) Etika administrasi publik. 
 
3. Peran Administrasi Publik 
Administrasi publik sebagai the work or government memiliki peran atau 
pengaruh yang sangat vital dalam suatu negara. Peran administrasi publik menurut 
Keban (2014: 17) sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan 
suatu negara karena administrasi publik merupakan medan di mana para aparat 
pemerintah atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan 
dengan sektor publik khususnya penyediaan pelayanan bagi kepentingan publik. 
Selain itu, administrasi publik juga dapat dilihat sebagai ajang di mana dapat 
disaksikan atau dibuktikan apakah benar para elit birokrasi dan politisi memenuhi 
janji-janjinya atau membuktikan komitmennya kepada publik yang telah memilih 
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mereka. Oleh karena itu, administrasi publik juga sangat berperan dalam menjaga 
public trust, di mana public trust penting untuk selalu dijaga agar legitimasi atau 
pengakuan publik terhadap eksistensi dan integritas pemerintah tetap terpelihara. 
Peran-peran administrasi publik menurut beberapa ahli dalam Keban (2014: 15-
16) adalah sebagai berikut: 
a) Cleveland menunjukkan peran administrasi publik dalam membantu 
memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Administrasi publik 
diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat 
dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, 
menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan lagi 
manakala pemerintah dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima 
menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik tersebut, 
sehingga terbentuk apa yang disebut organized democracy. Organized 
democracy merupakan demokrasi yang dapat diorganisir sedemikian rupa 
sehingga peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara bisa diperluas 
untuk ikut menangani sektor publik dan tidak hanya sekedar ikut berpartisipasi 
secara konvensional dalam pemilu atau pengambilan keputusan. 
b) Denhardt dan Denhardt juga sejalan dengan pendapat Cleveland yang melihat 
bahwa administrasi publik melalui pelayanan-pelayanan publiknya berperan 
memberikan atau menciptakan demokrasi. 
c) Rondinelli mengungkapkan bahwa kini peran pemerintah harus diarahkan 
kepada melayani masyarakat agar mencapai democratic governance, dan hal 
ini harus dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip good 
governance, pemanfaatan teknologi, penguatan institusi-institusi publik, 
partisipasi, pengembangan kapasitas, desentralisasi pemberian pelayanan, 
permberdayaan, dan kemitraan sektor publik dan swasta. 
 
Peran administrasi publik menurut Gray dalam Ahmad (2015: 102) 
adalah sebagai berikut: 
a) Menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok 
masyarakat miskin secara berkeadilan; 
b) Melindungi hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan, serta menjamin 
kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka; 
dan 
c) Melestarikan nilai tradisi masyarakat yang bervariasi. 
 
Peran administrasi publik dari beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan 
bahwa peran utama administrasi publik adalah memberikan pelayanan bagi 
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masyarakat dengan menyediakan dan menyiapkan segala kebutuhan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia layanan harus bersikap 
profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya agar berjalan dengan baik dan 
masyarakat akan puas dengan pelayanan yang  diberikan tersebut. 
 
B. Kebijakan Publik 
1. Pengertian Kebijakan Publik 
Kebijakan publik yang didefinisikan oleh Dye adalah whatever 
governments to do or not to do, yang artinya apapun kegiatan pemerintah baik 
yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi dari kebijakan 
publik menurut Dye tersebut harus dimaknai dua hal penting, pertama, bahwa 
kebijakan tersebut haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, 
kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh 
pemerintah (Indiahono, 2017: 17). Definisi lainnya yang dijelaskan oleh Parker 
dalam Wahab (2008: 51) bahwa “kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu 
atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai 
respon terhadap suatu keadaan yang krisis”. 
Pengertian-pengertian kebijakan publik di atas dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh 
pemerintah, di mana keputusan tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah 
publik yang dihadapi dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik diarahkan 
untuk memecahkan masalah publik guna memenuhi kepentingan dan 
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penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik sudah masuk ke dalam 
ranah kepentingan dengan banyak aktor yang berkepentingan di dalamnya. Nilai-
nilai rasional yang dikembangkan dalam kebijakan publik sejauh mungkin 
didekatkan kepada kepentingan publik dan sampai sekarang diperlukan komitmen 
aktor politik untuk memperjuangkan nilai-nilai kepentingan publik. 
 
2. Proses Kebijakan Publik 
Model tahapan kebijakan Ripley dalam Indiahono (2017: 22-23) 
menyatakan ada dua proses kebijakan publik yang lahir dari siklus pendek dan 
siklus panjang. Siklus pendeknya adalah: 
a. Penyususnan agenda pemerintah; 
b. Agenda pemerintah; 
c. Formulasi dan legitimasi kebijakan; dan 
d. Kebijakan. 
Sedangkan siklus panjang kebijakan publik adalah: 
a. Penyususnan agenda pemerintah; 
b. Agenda pemerintah; 
c. Formulasi dan legitimasi kebijakan; 
d. Kebijakan; 
e. Implementasi kebijakan; 
f. Tindakan kebijakan; 
g. Kinerja dan dampak kebijakan; 
h. Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan; serta 
i. Keputusan tentang masa depan kebijakan (keputusan baru). 
Proses kebijakan publik menurut Wahab (2008: 34) sebagai serangkaian 
tahapan yang satu sama lainnya dapat dibedakan secara jelas yang akan membuat 
kita mempunyai sebuah kerangka berpikir yang jelas guna mengklasifikasikan 
berbagai aktivitas yang muncul dalam pembuatan kebijakan publik. Menurut 
Wahab proses kebijakan publik mempunyai enam tahapan, yaitu sebagai berikut: 
a. Tahap pertama ialah penyusunan agenda (agenda setting); 
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b. Tahap kedua ialah perumusan kebijakan (policy formulation) atau adopsi 
kebijakan (policy adoption); 
c. Tahap ketiga yaitu implementasi kebijakan (policy implementation); 
d. Tahap keempat adalah evaluasi kebijakan (policy evaluation); 
e. Tahap kelima ialah perubahan kebijakan (policy change); dan 
f. Tahap keenam adalah pengakhiran kebijakan atau terminasi kebijakan (policy 
termination). 
Tahapan-tahapan kebijakan publik di atas dipandang sebagai sebuah 
siklus yang akan terus berputar dan dimungkinkan akan terjadi evolusi kebijakan. 
Tahap awal dari proses kebijakan publik adalah penyusunan agenda, karena jika 
dilihat secara fisik memang biasanya tahap ini berupa daftar butir-butir persoalan 
atau permasalah publik yang karena kepentingannya oleh pejabat pemerintah 
dianggap perlu mendapat perhatian serius. Selain itu sebuah kebijakan akan 
melewati serangkaian tahapan lain seperti implementasi, monitoring, dan evaluasi. 
 
C. Implementasi Kebijakan 
1. Pengertian Implementasi  Kebijakan 
Implementasi kebijakan menurut Agustino (2008: 138) adalah suatu 
proses yang dinamis di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 
kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan 
tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Menurut Nugroho (2011: 618) 
implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 
mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap 
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dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah 
cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujunannya, tidak lebih dan kurang 
apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak 
hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif, seperti undang-undang 
dan kemudian berhenti dan tidak diimplementasikan. Sebuah kebijakan haruslah 
dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang 
diinginkan. 
Pengertian implementasi kebijakan menurut Wahab (2012: 136) adalah 
sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang 
bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketataan pada 
diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, 
ekonomi, dan sosial secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi 
kemampuan dari semua pihak yang terlibat. Pendapat ini diketahui bahwa 
implementasi kebijakan dapat mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat sehingga 
dalam implementasi kebijakan diharapkan tepat sesuai sasaran agar tidak ada 
pihak yang dirugikan. Implementasi kebijakan yang tepat akan menghasilkan 
kebijakan yang adil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan dari keputusan atau pilihan 
yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan tujuan yang telah ditentukan. 
Implementasi kebijakan berarti melaksanakan keputusan untuk mengatasi suatu 
permasalahan yang ada dalam suatu masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya 
harus didasarkan pada prinsip keadilan dan persamaan. Pelaksanaan kebijakan 
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publik yang berdasar pada prinsip keadilan akan mendorong keberhasilan 
kebijakan tersebut dan implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami 
apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari 
program kebijakan itu. 
 
2. Model-Model Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini 
masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan, 
selain itu ancaman utamanya adalah konsistensi implementasi. Rencana 
merupakan 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya 
adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi menurut Nugroho (2011: 
625). Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yang dapat digunakan 
untuk menganalisa implementasi kebijakan, di antaranya: 
a. Model Van Meter dan Van Horn 
 Model pertama adalah model paling klasik, yakni model yang 
diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn ddalam Nugroho 
(2011: 627). Model ini disebut juga sebagai A Model of The Policy 
Implementation. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan 
secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. 
Beberapa variable yang dimasukkan sebagai variable yang mempengaruhi 















Sumber: Winarno (2012: 160) 
Sesuai dengan gambar di atas, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi: 
1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang berguna dalam 
menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. 
2) Sumber-sumber kebijakan karena sangat menunjang keberhasilan 
implementasi kebijakan. 
3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan merupakan 
mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. 
4) Karakteristik badan-badan pelaksana. 
5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif dapat 
menjadi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan. 
6) Kecenderungan pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan 
atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. 








Ciri badan pelaksana 
Lingkungan: ekonomi, 









b. Model Daniel A. Mazmainan dan Paul Sabatier 
Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian 
dan Paul A. Sabatier dalam Nugroho (2011) yang mengemukakan bahwa 
implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model 
Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (A 
Framework for Policy Implementation Analysis). Peranan penting implementasi 
kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasikan variabel-variabel 
yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses 
implementasi. Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi 

































Sumber: Nugroho (2011: 630) 
1) Variabel Independen 
Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator 
masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan 
seperti apa yang dikehendaki. 
 
A. Mudah tidaknya masalah dikendalikan 
1. Kesukaran-kesukaran teknis 
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 
3. Prosesntase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk 
4. Ruang  lingkup perubahan perilaku yang diinginkan 
B. Kemampuan kebijaksanaan 
untuk menstrukturkan proses 
implementasi 
1. Kejelasan dan konsistensi 
tujuan 
2. Digunakannya teori kausal 
yang memadai 
3. Ketepatan alokasi sumber dana 
4. Keterpaduan hierarki dalam 
dan di antara lembaga 
pelaksana 
5. Aturan-aturan keputusan dari 
badan pelaksana 
6. Rekruitmen pejabat pelaksana 
C. Variable di luar kebijaksanaan 
yang mempengaruhi proses 
implementasi 
1. Kondisi sosial, ekonomi, dan 
teknologi 
2. Dukungan publik 
3. Sikap dan sumber-sumber yang 
dimiliki kelompok-kelompok 
4. Komitmen dan kemampuan 
kepemimpinan pejabat-pejabat 
pelaksana 
D. Tahap-tahap dalam proses implementasi (variable tergantung) 
 
Output        kesediaan  dampak nyata     dampak        Perbaikan 
kebijaksanaan        kelompok sasaran output      output         mendasar  
badan-badan       mematuhi output kebijaksanaan     kebijaksanaan        dalam  
pelaksanan       kebijaksanaan        sebagai         undang-undang 
    dipersepsi 
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2) Variabel Intervening 
Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses 
implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, 
dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, 
keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari 
lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki 
keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang 
mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator 
kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, dukungan 
pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan 
dari pejabat pelaksana. 
3) Variabel Dependen 
Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima 
tahapan, yang terdiri dari pemahaman dari lembaga/badan pelaksana 
dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil 
nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan tahapan yang mengarah pada 
revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian 
maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. 
 
c. Model Hogwood dan Gunn 
Model ketiga adalah model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn yang 
mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik 
manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. 
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Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas menunjukkan mana yang bersifat 
politis, strategis, dan teknis atau operasional. Model implementasi kebijakan 
Hogwood dan Gunn tergambar seperti yang tertera di bawah ini: 
Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Hogwood dan Gunn 
 
Sumber: Nugroho (2011: 632) 
Terdapat 8 syarat berkenaan dengan model Hogwood dan Gunn, yaitu: 
1) Adanya jaminan bahwasanya kondisi eksternal yang dihadapi oleh 
lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. 
2) Adanya ketersediaan sumber daya, baik sumber daya waktu untuk 
melaksanakan kebijakan. 
3) Tersedianya perpaduan sumber-sumber yang diperlukan. Hal ini 
dikarenakan sifat dari kebijakan publik adalah luas, oleh karena itu 
membutuhkan keterlibatan dari sumber-sumber yang ada, baik SDM 
atau aktor maupun sumber yang lain. 
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4) Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan 
kausal yang handal, maksudnya adalah memastikan kemampuan dari 
kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan. 
5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Semakin sedikit 
hubungan sebab akibat maka semakin tinggi hasil yang dikehendaki oleh 
kebijakan tersebut. 
6) Apakah hubungan saling ketergantungannya kecil. 
7) Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 
8) Memastikan tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan 
yang benar. (Nugroho, 2011: 630-632) 
d. Model Grindle 
Implementasi kebijakan menurut Grindle disebut juga Implementation as 
a Political and Administrative Process yang ditentukan oleh isi kebijakan dan 
konteks implementasinya. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan 
ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya 
telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak 
berjalan mulus, tergantung pada implementability dari program itu yang dapat 
dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Model implementasi kebijakan Grindle 


























Sumber: Nugroho (2011: 635) 
Pengambilan implementasi ditentukan oleh derajad implementability dari 
program tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: 

























Potensi Hasil Kebijakan 
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2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 
3) Derajad perubahan yang diinginkan. 
4) Kedudukan pembuat kebijakan. 
5) Siapa pelaksana program. 
6) Sumber daya yang dikerahkan. 
Sementara itu, konteks implementasinya dalah: 
1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. 
2) Karakteristik lembaga dan penguasa. 
3) Kepatuhan dan daya tanggap. 
Apabila dicermati model Grindle memiliki keunikan yang terletak pada 
pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya menyangkut 
dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin 
terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumberdaya 
implementasi yang diperlukan. 
e. Model George C. Edward III 
Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III disebut dengan 
Direct and Indirect Impact on Implementation. Model implementasi kebijakan ini 
dipengaruhi oleh empat variabel (Winarno, 2012: 177-211), yakni: 
1) Komunikasi 
Variabel komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan 
dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya 
untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, 
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dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Terdapat tiga indikator 
yang dipakai sebagai ukuran dari keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: 
a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan 
implementasi yang baik pula. Seringkali hal yang terjadi dalam 
penyaluran komunikasi adalah salah pengertian, hal ini dikarenakan 
komunikasi melalui tingkatan birokrasi. 
b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaku kebijakan harus 
jelas dan tidak membingungkan. 
c) Konsisten, perintah yang diberikan haruslah konsisten dan juga jelas, 
sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, 
kelompok sasaran maupun pihak terkait. 
2) Sumberdaya (Resources) 
Variabel sumberdaya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya 
pendukung, khususnya sumber daya manusia, sarana dan sumberdaya keuangan, 
hal ini menyangkut dengan kecakapan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan 
kebijakan secara ekfektif. Ketentuan-ketentuan dan aturan yang jelas dan 
konsisten serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan 
tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab melaksanakan 
kebijakan kurang memiliki sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan secara 
efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. 
Fasilitas fisik pun bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam 
implementasi kebijakan. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staff yang 
memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin 
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mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai 
kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa pembekalan, maka 
besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. 
3) Disposisi 
Variabel disposisi berkaitan dengan kesediaan dari para implementor 
untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Sikap yang baik atau positif para 
pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong 
mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat 
kebijakan. Banyak kebijakan masuk ke dalam “zona ketidakacuhan”. Ada 
kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para 
pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan 
secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau 
kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana. Jika seorang 
diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang mereka tidak setujui, maka 
kesalahan-kesalahan dapat saja terjadi, yakni antara keputusan-keputusan 
kebijakan dan pencapaian kebijakan. Pelaksana kebijakan akan menggunakan 
keleluasaan dan terkadang dengan cara yang halus untuk menghambat 
implementasi dalam kasus seperti ini. 
4) Struktur birokrasi 
Variabel struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi 
yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya 
adalah bagaimana agar tidak menjadi bureaucratic fragmentation karena struktur 
ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Terdapat dua 
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karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke 
arah yang lebih baik, yakni: 
a) Standard Operating Procedures (SOP), yaitu suatu kegiatan rutin yang 
memungkinkan para pelaksana kebijakan/administrator/birokrat 
melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan 
standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan warga. 
b) Fragmentasi, yaitu upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan 
atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja. 
Gambar 5. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III 
Sumber: Winarno (2012: 177) 
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerjasama banyak orang, 
ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang ada. Hal ini akan 
menyebabkan sumberdaya-sumberdaya tidak efektif dan menghambat jalannya 
kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung 




f. Model Goggin 
Malcon Goggin, Ann Bowman, dan James Lester dalam Nugroho (2011: 
633) mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “communication model” 
untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai “Generasi Ketiga Model 
Implementasi Kebijakan”. Bertujuan mengembangkan sebuah model 
implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan 
metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dependen, dan 
meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi. 
g. Model Nakamura dan Smallwood 
Model ini menggambarkan proses implementasi kebijakan secara detail, 
sehingga model ini relevan diimplementasikan pada semua bentuk kebijakan. 
Salah satu pengembangannya antara lain dilakukan oleh Djojosoekarto dalam 
Nugroho (2011: 637) untuk memahami peran DPRD dalam implementasi 
kebijakan dari pusat ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 
Praktikalitas ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap para praktisi 
kebijakan, yang justru mendekatkan antara ilmuan kebijakan dan praktisi 
kebijakan. Kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi kebijakan 
semakin mampu mengkontribusikan nilai bagi kehidupan bersama. 
Konsekuensinya adalah pengetahuan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi 
monopoli para professor kebijakan publik, namun juga para praktisinya di 
birokrasi dan lembaga administrasi publik lainnya. Model pengaruh lingkungan 




Gambar 6. Model Implementasi Kebijakan Nakamuran dan Smallwood 
 
Sumber: Nugroho (2011: 638) 
 
h. Model Elmore, dkk 
Model ini disusun oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern, 
dan David O’Porter dalam Nugroho (2011) dan dimulai dari mengidentifikasi 
jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada 
mereka tentang tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. 
Model implementasi kebijakan ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang 
mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau 
tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah. Kebijakan 
yang dibuat haruslah sesuai dengan harapan atau keinginan publik yang menjadi 
target atau kliennya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, 





i. Model Pemetaan 
Pemetaan model-model implementasi kebijakan pada dasarnya dapat 
dibuat dalam dua jenis pemilahan dengan memahami model-model implementasi 
di depan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari 
atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Model top-down 
berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat-partisipasi lebih bentuk 
mobilisasi, sedangkan model bottom-up bermakna meskipun dibuat oleh 
pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Interaksi pelaksana antara 
pemerintah dan masyarakat berada di antara kedua kutub ini. Tampak bahwa 
sebagian besar model implementasi kebijakan berada pada model top-to-down, 
satu model di tengah, satu model yang bottom-to-up, dan satu model kombinasi 
antara bottom-up dan pasar dari pemetaan tersebut (Nugroho, 2011: 643). 
Peneliti memilih model implementasi kebijakan menurut George C. 
Edward III dari ke 9 (Sembilan) model implementasi kebijakan yang telah 
dipaparkan di atas. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan 
menurut George C. Edward III karena terdapat 4 variabel, yaitu komunikasi, 
struktur organisasi, sikap/watak, dan sumberdaya yang merupakan unsur yang 
paling penting dalam proses implementasi. Kebijakan yang begitu kompleks 
menuntut kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada 
kebijakan yang ada sehingga akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya tidak 





3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 
Setiap implementasi kebijakan mengandung resiko kegagalan, Hogwood 
dan Gunn dalam Wahab (2008: 61-62) telah membagi pengertian kegagalan 
kebijakan (policy failure) dalam dua kategori, yakni: 
a. Non implementation (tidak terimplementasikan), artinya bahwa suatu 
kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, dimungkinkan karena 
pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, 
atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, setengah hati ataupun karena 
mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. 
b. Unsuccesfull implementatiom (implementasi yang tidak berhasil), artinya 
manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, 
namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Kebijakan 
tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. 
Faktor-faktor yang biasanya menyebabkan kebijakan memiliki resiko untuk 
gagal yaitu pelaksanaannya yang buruk (bad execution), kebijakan sendiri 
yang buruk (bad policy), dan kebijakan itu bernasib (bad luck). 
Kegagalan pelaksanaan kebijakan itu disebabkan oleh beberapa masalah 
menurut Soenarko (2000: 185), yaitu: 
a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan 
reformulation terhadap kebijakan tersebut. 
b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif. 




d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar. 
e. Ketidakpastian faktor internal dan eksternal. 
f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, dalam 
pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis. 
g. Adanya kekurangan atau tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, 
dan sumberdaya manusia). 
Masalah-masalah yang dapat menyebabkan kegagalan di atas dalam 
melaksanakan sebuah kebijakan, dapat diketahui bahwa sejak dalam pembentukan 
kebijakan tersebut tidaklah semata-mata selalu disebabkan oleh ketidakmampuan 
para pelaksana atau implementor, melainkan dapat pula disebabkan oleh 
pembentukan kebijakannya yang kurang sempurna. Implementor kebijakan inilah 
yang harus mengambil peran penting dan untuk mencapai tujuan pokok kebijakan 
tersebut, maka perlu diadakan reformulation. 
Ada faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tentu ada juga 
faktor pendukungnya. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan 
menurut Anderson dalam Islamy (2009: 109-110), yaitu: 
a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan 
pemerintah. 
b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. 
c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan 




d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-
kebijakan kontroversional yang lebih banyak mendapatkan penolakan 
masyarakat dalam pengimplementasiannya. 
Faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga diungkapkan 
oleh Soenarko (2000: 186), yang meliputi: 
a. Persetujuan, dukungan, dan kepercayaan masyarakat. 
b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu. 
c. Pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai 
kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. 
d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. 
e. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan 
kebijakan. 




1. Pengertian Keimigrasian 
Keimigrasian berasal dari kata dasar imigrasi. Istilah imigrasi berasal dari 
bahasa Latin yaitu migratio yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau 
negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah emigratio yang mempunyai 
arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar 
menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah immigratio dalam bahasa 
Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke 
41 
 
dalam negara lain. Hakikatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang 
sama yaitu perpindahan penduduk antarnegara, tetapi yang berbeda adalah cara 
memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang 
sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut 
peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi (Santoso, 2004: 14). 
Pengertian keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang dimaksud dengan 
masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga 
tegaknya kedaulatan negara. Aspek keimigrasian bermuara pada segi diizinkannya 
seseorang masuk ke wilayah suatu negara. Pada hakikatnya keimigrasian 
merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian pelayanan dan 
penegakan hukum, serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang 
dari dan ke dalam wilayah suatu negara, serta pengawasan atas keberadaan dan 
kegiatan orang asing selama berada di negara tersebut. 
 
2. Pengaturan Keimigrasian di Indonesia 
Suatu negara mempunyai perbedaan dalam menempatkan kebijakan 
politik hukum keimigrasian. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi dari 
masing-masing negara yang dilandasi oleh latar belakang sejarah terbentuknya 
daerah tersebut (Wijayanti, 2011: 165). Pemerintah Indonesia menganut politik 
imigrasi selektif (selective policy) yang mendasarkan pada adanya harmoni antara 
dua kepentingan, yaitu kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan umum 
bangsa Indonesia (prosperity approach) dan kepentingan bahwa adanya orang 
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asing di dalam wilayah Indonesia akan menjadi unsur yang mengganggu 
terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum (security approach) 
(Havid, 2008: 257). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapaat 
diberikan ijin masuk ke Indonesia ialah (Syahputra, 2007: 9): 
a. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara 
Republik Indonesia; 
b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban negara; serta 
c. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintah negara Republik 
Indonesia. 
Seluruh perangkat hukum yang mengatur legalitas dan formalitas berupa 
keleluasaan atau pembatasan bagi orang asing, maupun bagi warga negara sendiri 
untuk melakukan perjalanan antarnegara disebut sebagai hukum keimigrasian. 
Adanya perangkat hukum keimigrasian ini merupakan manifestasi dari 
pelaksanaan kedaulatan negara atas wilayahnya (Havid, 2008: 177). Peraturan 
perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai keimigrasian yaitu 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang 
Keimigrasian merupakan hal ihwal mengenai aspek-aspek kegiatan keimigrasian 
dalam lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan 
pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia. 
 
3. Fungsi dan Tugas Keimigrasian 
Fungsi dan tugas keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat 
Jendral Imigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk di daerah-daerah, fungsi dan tugas ini 
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan secara 
operasional dijalankan oleh Kantor Imigrasi (Havid, 2008: 262). Seluruh kegiatan 
substantif keimigrasian, dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi utama (tri 
fungsi imigrasi), yaitu sebagai berikut: 
a. Fungsi pelayanan umum (public service) 
Fungsi ini merupakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi 
negara yang mencerminkan aspek pelayanan dengan memberikan kemudahan 
kepada masyarakat akan kebutuhan yang berkaitan dengan lalu lintas 
antarnegara, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara 
Asing (WNA). Pelayanan bagi WNI, terdiri dari pemberian paspor atau Surat 
Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau Pas Lalu Lintas Batas (PLB) dan 
pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi WNA, terdiri dari 
pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM), berupa Kartu Izin Tinggal 
Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan Kemudahan 
Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM); perpanjangan izin tinggal, meliputi 
Visa Kunjungan Wisata (VKW), Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB), 
Visa Kunjungan Usaha (VKU); perpanjangan DOKIM; pemberian izin masuk 
kembali dan izin bertolak; dan pemberian tanda bertolak dan masuk. 
b. Fungsi penegakan hukum 
Fungsi ini dimaksudkan agar keseluruhan aturan hukum keimigrasian 
ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum negara 
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Indoneisa, baik itu WNI maupun WNA dengan menjaga dan memelihara serta 
menaati hukum (keimigrasian).  
Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI ditujukan pada permasalahan 
sebagai berikut (Syahputra, 2007: 31): 
1) Pemalsuan identitas; 
2) Pertanggungjawaban sponsor; 
3) Kepemilikan paspor ganda; dan 
4) Keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian. 
Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA ditujukan pada permasalahan 
sebagai berikut (Syahputra, 2007: 32): 
1) Permasalahan identitas WNA; 
2) Pendaftan orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing; 
3) Penyalahgunaan izin tinggal; 
4) Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal; 
5) Pemantauan atau razia; dan  
6) Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan. 
c. Fungsi pengamanan 
Dikatakan demikian, karena imigrasi merupakan instansi pertama dan terakhir 
yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari 
wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI 
terlihat melalui tindakan pencegahan ke luar negeri. Khusus WNI tidak dapat 
dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka. Pelaksanaan 
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fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut 
(Syahputro, 2007: 33): 
1) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui 
pemeriksaan permohonan visa; 
2) Melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan negara lainnya. 
Khususnya di dalam memberikan pengawasan mengenai penegakan 
hukum keimigrasian; 
3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan 
negara; 
4) Melaksanakan pencegahan dan penangkalan; 
5) Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) adalah dokumen pengganti 
paspor yang diberikan apabila paspor dinas tidak diberikan; 
6) Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas; dan 
7) Pas Perjalanan Haji. 
Kantor Imigrasi Kelas I Malang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
daerah juga melaksanakan sebagian tugas Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia di bidang keimigrasian dengan kegiatan kerja sebagai berikut: 
a. Melaksanakan kegiatan dibidang informasi dan sarana komunikasi 
keimigrasian; 
b. Melaksanakan kegiatan dibidang lalu lintas keimigrasian; 
c. Melaksanakan kegiatan dibidang status keimigrasian; dan 




E. Fasilitas Bebas Visa Kunjungan 
1. Pengertian Visa 
Pengertian visa menurut Nurachmad (2012: 39-40) adalah izin tertulis 
yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada suatu negara yang memuat 
persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah 
tersebut. Secara sederhana visa merupakan dasar pemberian izin tinggal. Visa 
merupakan pembeda yang jelas antara orang asing dan warga negara. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, 
menjelaskan bahwa visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat 
yang berwenang diperwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang 
ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi 
orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar 
untuk pemberian izin tinggal. Penggunaan visa dalam lalu lintas antarnegara ini 
tidak terlepas dari hubungan internasional maupun diplomasi antarnegara yang 
melahirkan kebijakan-kebijakan mengenai visa yang dikenal dalam lingkup 
internasional. 
 
2. Jenis-Jenis Visa 
Jenis-jenis visa yang diberikan kepada WNA ditentukan berdasarkan 
tujuan pemohon visa mengunjungi negara tersebut. Jenis-jenis visa menurut 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terdiri atas: 
a. Visa diplomatik 
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Visa diplomatik diberikan kepada WNA pemegang paspor diplomatik 
dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang 
bersifat diplomatik. 
b. Visa dinas 
Visa dinas diberikan kepada WNA pemegang paspor dinas dan paspor 
lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka 
melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing 
yang bersangkutan atau organisasi internasional. 
c. Visa kunjungan 
Visa kunjungan diberikan kepada WNA yang akan melakukan perjalanan 
ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, 
sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk 
meneruskan perjalanan ke negara lain. 
d. Visa tinggal terbatas 
Visa tinggal terbatas diberikan kepada WNA dengan syarat sebagai berikut:  
1) Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut 
usia, dan keluarganya, serta WNA yang kawin secara sah dengan warga 
negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia 
untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau  
2) Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau 
instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, 




3. Bebas Visa Kunjungan 
Bebas visa kunjungan merupakan kebijakan yang berupa pembebasan 
dari kewajiban memiliki visa untuk melakukan perjalanan ke suatu negara. 
Pengertian bebas visa menurut Starke (2006: 188) adalah kebijakan luar negeri 
suatu negara untuk membebaskan pembayaran visa agar menarik untuk 
dikunjungi sebagai upaya dalam promosi pariwisata dalam negara tersebut. 
Penerima bebas visa kunjungan menurut Peraturan Presiden Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan adalah orang asing warga suatu 
negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu. 
Bebas visa kunjungan diberikan kepada penerima bebas visa kunjungan dengan 
memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat, serta tidak diberikan atas 
kunjungan dalam rangka jurnalistik. Penerima bebas visa kunjungan tersebut 
dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi tertentu. 
Tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, 
bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar 
wilayah Indonesia. Penerima bebas visa kunjungan hanya diberikan izin tinggal 
kunjungan untuk waktu paling lama tiga puluh hari dan tidak dapat diperpanjang 
masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Jumlah negara 







F. Warga Negara Asing (WNA) 
1. Pengertian Warga Negara Asing (WNA) 
Orang asing yang ada di Indonesia jumlahnya memang tidak banyak dan 
sifatnya hanya menetap sementara karena bukan penduduk Indonesia. Kecuali 
orang asing tersebut yang setelah beberapa lama tinggal di Indonesia dan merasa 
kerasan serta tidak ingin kembali ke negaranya, maka orang asing tersebut dapat 
menjadi warga negara Indonesia dengan cara naturalisasi atau pewarganegaraan. 
Orang asing atau yang biasa disebut Warga Negara Asing (WNA) merupakan 
orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah 
Indonesia (Supramono, 2012: 4). Terjemahan bebas dari The New Lexsicon: 
Webster Dictionary (1995) dalam Wagiman (2012) mengartikan WNA sebagai 
seseorang yang belum dinaturalisasi dan tinggal di suatu negara yang dirinya itu 
bukan penduduk warga negara itu. Orang asing atau WNA dalam Kamus Hukum, 
didefinisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari 
negara tersebut (Safaat, 2008: 112). 
Pengertian warga negara asing (Imigrasi Bandung, 2006) yaitu seseorang 
yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari 
negara tersebut juga tidak secara resmi tedaftar sebagai warga negara, yang 
memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, 
bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga 
negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga 
kewajiban terhadap negara yang di tinggalinya. Pasal 1 ayat 9, Undang-Undang 
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Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa orang asing 
adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. 
 
2. Hak-Hak Warga Negara Asing (WNA) 
Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Indonesia memiliki hak 
saat berada di Indonesia. Hak-hak WNA yang berkunjung ke Indonesia adalah 
berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasinya termasuk hak 
perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki WNA tersebut, selama 
dalam proses yang resmi (Imigrasi Bandung, 2006).  
 
3. Kewajiban Warga Negara Asing (WNA) 
Warga Negara Asing (WNA) juga memiliki kewajiban untuk dilakukan 
selain mendapat hak-haknya saat berada di wilayah Indonesia. Salah satu 
kewajiban WNA adalah tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan 
yang berlaku di negara Indonesia (bandung.imigrasi.go.id). Kewajiban-kewajiban 
WNA yang berkunjung ke Indonesia menurut Supramono (2012: 13) sebagai 
berikut: 
a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan 
atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta 
perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang 
menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah 
pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan; 
51 
 
b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (paspor/visa) 
yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan; dan 
c. Mendaftarkan diri jika berada di wilayah Indonesia lebih dari 90 hari dan 






A. Jenis Penelitian 
Penelitian dilakukan sebagai cara untuk menyelidiki dan pembuktian atau 
klarifikasi suatu peristiwa atau pengetahuan dengan menggunakan metode-metode 
penelitian tertentu, sehingga dapat menentukan tingkat hasil penelitiannya. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif lebih mengarah pada data yang berbentuk olahan kata, serta 
hasil penelitian berupa sajian ataupun kutipan-kutipan. Hal ini selaras dengan 
pendapat Emzir (2010: 3) bahwasanya dalam penelitian deskriptif, data yang 
dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-
angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk 
mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup 
transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, 
memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. 
 Penelitian yang dilakukan peneliti sekarang menggunakan pendekatan 
kualitatif, hal ini dikarenakan peneliti melakukan pengamatan secara langsung di 
lapangan, untuk melihat pengimplementasian fasilitas bebas visa kunjungan di 
Kota Malang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lodico, Spaulding, dan Voegtle 
dalam Emzir (2010: 2) yang mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif, yang 
disebut juga penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari 
disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam seting 
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pendidikan. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan 
sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. 
Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada 
perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. 
 
B. Fokus Penelitian 
Menentukan fokus merupakan salah satu faktor penting dalam suatu 
penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam 
penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas, serta 
sebagai sarana untuk mempertajam penelitian. Fokus penelitian ini juga ditujukan 
agar penelitian ini bisa lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari 
rumusan masalah yang telah ditetapkan. 
Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari 
pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 
kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2006: 97). Fokus 
penelitian merupakan tahap awal pelaksanaan penelitian, dengan demikian 
peneliti akan memperoleh gambaran secara umum tentang obyek yang akan 
diteliti. Spradley dalam Sugiyono (2012: 34) juga mengatakan bahwa fokus 
merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. 
Penentuan fokus dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kebaruan 
informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Ada empat alternatif 
untuk memudahkan dalam menetapkan fokus penelitian menurut Spradley dalam 
Sugiono (2012: 34-35), yakni: 
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1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. 
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain. 
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. 
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori 
yang telah ada. 
Peneliti menggunakan model George Edward III untuk menentukan 
fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: 
1. Implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing 
(WNA) di Kota Malang studi pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
a. Komunikasi 
1) Komunikasi antar subseksi dan Tim Pora (Tim Pengawasan Orang 
Asing). 
2) Sosialisasi terkait pengawasan WNA. 
3) Kejelasan informasi terkait pengawasan WNA. 
b. Sumberdaya 
1) Sumberdaya manusia. 
2) Sarana, prasarana, dan anggaran. 
3) Wewenang setiap Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing). 
c. Disposisi 
1) Efek disposisi terkait tindakan hukum bagi WNA. 
2) Pengaturan birokrasi dan pelatihan bagi pegawai seksi pengawasan 
keimigrasian. 
3) Disposisi pengawasan dalam mengetahui terkait pelanggaran bebas visa. 
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d. Struktur Birokrasi 
1) Pelaksanaan dan kinerja sesuai dengan Standard Operational Procedure 
(SOP). 
2) Penyebaran tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sub 
seksi dalam pengawasan WNA. 
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan 
bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) pada Kantor Imigrasi 
Kelas I Malang 
a. Faktor pendukung 
b. Faktor penghambat 
 
C. Lokasi dan Situs Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat di mana fenomena yang diteliti 
berlangsung sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya di mana 
peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang valid, 
akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti mengambil lokasi 
penelitian di Kota Malang, sedangkan situs penelitiannya adalah di Kantor 
Imigrasi Kelas I Malang. Beberapa pertimbangan peneliti mengambil lokasi dan 
situs penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Kota Malang 
Peneliti mengambil lokasi di Kota Malang dengan pertimbangan bahwa 
Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur yang menarik bagi 
WNA untuk berkunjung. Berbagai macam tujuan untuk berkunjung ke kota ini 
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adalah berwisata, mengenyam pendidikan, dan juga tidak sedikit untuk bekerja, 
sehingga menjadikan WNA betah untuk berlama-lama berada di kota dingin ini. 
Tujuan lainnya adalah Kota Malang merupakan wilayah transit yang berdekatan 
dengan Kota Batu. 
2. Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
Kantor Imigrasi Kelas I Malang dianggap tepat sebagai situs penelitian 
dengan judul yang akan diteliti dan mampu memberikan informasi yang tepat 
dalam menjawab rumusan masalah yang sedang diamati oleh peneliti. Peneliti 
juga ingin mengetahui dan menganalisis pengimplementasian bebas visa 
kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Malang. 
 
D. Sumber Data 
Peneliti dalam melakukan penelitian ini memerlukan data baik untuk 
deskripsi maupun untuk menjawab permasalahan. Data merupakan fakta yang 
dikumpulkan dalam penelitian, sehingga peneliti membutuhkan berbagai sumber 
data. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber 
data sekunder. 
1. Data primer 
Data primer merupakan data yang diambil dari sumber pertama di 
lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara. Sumber data primer adalah 
sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan (Bungin, 2001: 129). Data primer 




Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggali informasi lebih 
mendalam terkait permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan metode 
berhadapan langsung (face to face) dengan informan untuk mendapatkan 
informasi secara lisan. Tujuannya adalah agar informan dapat menjelaskan 
permasalahan penelitian secara langsung dan peneliti juga membuat pedoman 
wawancara (interview guide) yang berkaitan dengan permasalah penelitian untuk 
mempermudah metode ini. Adapun informan yang dimaksud adalah: 
a) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian; 
b) Kepala Sub Seksi Pengawasan; dan 
c) Kepala Sub Seksi Penindakan. 
2. Data sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan oleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau melalui dokumen atau 
catatan pihak lain atau bisa dikatan data sekunder merupakan data yang diperoleh 
dari sumber kedua. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen, laporan, data 
register, dan data-data lain (Bungin, 2001: 128). Data sekunder yang ada dalam 
penelitian ini diperoleh dari arsip-arsip, media massa, gambar-gambar, dan 
dokumen-dokumen resmi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Malang, selain itu 
data sekunder didapat dari jurnal, makalah maupun buku-buku yang mendukung 
serta terdapat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Lihat halaman 6, 7, 67, 69, 





E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan hal yang krusial dalam melakukan 
penelitian, karena merupakan proses penghimpunan data yang menunjang dalam 
penelitian. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan bagaimana cara 
mengumpulkan data serta siapa yang hendak diteliti. Hal ini selaras dengan 
pendapat Sugiyono (2012: 62) yang menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data 
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 
dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 
data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 
yang ditetapkan. Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini: 
1. Wawancara (Interview) 
Teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam 
penelitian kualitatif adalah wawancara (interview). Definisi wawancara menurut 
Ahmad (2015: 169) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 
pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 
dinamakan panduan wawancara (interview guide). Bentuk wawancara yang paling 
sederhana terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan 
diajukan kepada seseorang yang disebut informan mengenai topik penelitian 
secara tatap muka, kemudian peneliti merekam jawaban-jawabannya (Emzir, 
2012: 49-50). Informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Eko Julianto Rachmad, 
A.Md. Im, SH., Bapak Hermawan Ragil Putra, A.Md. Im, SH., dan Bapak Donny 
Prasetyo Utomo, A.Md. Im, SH. 
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2. Observasi (Pengamatan) 
Teknik pengumpulan data kualitatif melalui observasi langsung sangat 
relevan untuk mendapatkan pola perilaku dan peristiwa yang dibutuhkan untuk 
mendalami masalah penelitian (Bandur, 2016: 105). Observasi atau pengamatan 
merupakan teknik pengumpulan data yang mengacu pada kejadian, gejala, 
ataupun suatu hal yang ada di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang 
dilakukan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan jika 
jumlah responden tidak terlalu besar (Pasolong, 2012:131-132). Lihat lampiran VI. 
3. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang 
bersifat sekunder. Dokumentasi dilakukan melalui pencatatan data yang diperoleh 
dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber tertulis dan arsip-arsip yang relevan 
dengan fokus penelitian. Bandur (2016: 109) menyatakan “dokumen-dokumen 
yang umum dalam penelitian kualitatif yang dapat dijadikan instrumen penelitian 
ialah diaries, jurnal harian peneliti, surat-surat, dokumen formal, undangan, hasil-
hasil keputusan, logs, pengumuman, dokumen pemerintah (undang-undang dan 
peraturan pemerintah)”. Setiap kegiatan penelitian dan observasi yang dilakukan 
untuk menguatkan data yang diperoleh, peneliti langsung melakukan proses 
pencatatan terhadap data atau informasi yang diperoleh, kemudian juga tidak lupa 
mendokumentasikan semua kegiatan penelitian (Ulum, 2013: 72). Lihat halaman 




F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk 
melakukan penelitian dalam mengumpulkan data. Menurut Arikunto dalam 
Ahmad (2015: 161), “instrumen penelitian adalah sesuatu yang penting dan 
strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian”. Kualitas instrumen 
penelitian sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang diperoleh dari hasil 
penelitian yang dilakukan, oleh karena itu instrumen penelitian menempati 
kedudukan penting dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Peneliti sendiri 
Peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data 
dalam penelitian kualitatif. Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian 
kualitatif seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2012: 59) adalah peneliti itu 
sendiri. Sependapat dengan pernyataan tersebut, Ahmad (2015: 161) 
mengungkapkan dalam penelitian kualitatif, peneliti akan lebih banyak menjadi 
instrumen, karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan “key” instrumen. 
Peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif 
siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. 
2. Pedoman wawancara (Interview Guide) 
Tujuan dibuatnya pedoman wawancara adalah agar pengumpulan data 
melalui wawancara dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat 
menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian.  Pedoman wawancara 
dibuat sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk mencari data ke berbagai 
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narasumber yang bertujuan untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik 
untuk memulai ataupun memperdalam data yang sebelumnya telah didapat. 
Instrumen ini berupa daftar pertanyaan yang disusun peneliti berdasarkan fokus, 
dapat pula berupa tabelisasi pertanyaan sehingga peneliti mudah untuk membaca 
dan memahaminya. 
3. Alat dokumentasi dan penunjang lainnya 
Alat dokumentasi dan penunjang yang digunakan dapat berupa alat 
perekam (recorder), juga kamera guna mengabadikan kegiatan yang dilakukan 
peneliti sebagai bagian dari data yang didapat dan digambarkan secara visual. 
Catatan lapangan juga disertakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dan 
dipikirkan yang berkaitan dengan data di lapangan. 
 
G. Analisis Data 
Penelitian dilakukan karena peneliti ingin mengetahui jawaban dari 
pertanyaan-pertanyaan yang muncul dibenak peneliti sebagai ide dan gagasan, 
serta untuk menjawab dan mengungkapkan fenomena sosial yang sedang diteliti. 
Peneliti harus melakukan analisis secara sistematis terhadap data yang 
diperolehnya dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Analisis 
data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan 
data dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. 
Ukuran penting atau tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya 
menjawab fokus penelitian (Ahmad, 2015: 179). Taylor dalam Ahmad (2015: 
173) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara 
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formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang 
disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam 
analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. Inilah yang 
menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis data berdasarkan John W. Creswell 
dalam bukunya Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode 























Sumber: Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode 
Campuran 
1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan 
transkripsi wawancara, mengumpulkan materi, mengetik data lapangan, atau 
memilah-milah dan menyusun data. 
Data mentah (transkipsi, data 
lapangan, gambar dan 
sebagainya) 
Mengolah dan mempersiapkan 
data untuk dianalisis 
Membaca keseluruhan data 




deskripsi (seperti grounded 







2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general 
sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara 
keseluruhan. 
3. Menganalisis lebih detail dengan proses coding data. Coding merupakan 
proses mengolah materi/informasi menjadi bagian-bagian tulisan sebelum 
memaknainya. Proses coding ini, penulis mengkombinasikan kode-kode yang 
telah ditentukan sebelumnya (predetermined code) dan membuat kode-kode 
berdasarkan informasi yang muncul dengan sendirinya (emerging code). 
Proses coding dalam penelitian ini adalah dengan menyesuaikan kode-kode 
yang muncul selama proses analisis data dengan data penelitian. Menerapkan 
proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, 
dan tema-tema yang akan dianalisis. Pada langkah ini, penulis membuat 
kode-kode untuk mendeskripsikan semua infomasi, lalu menganalisisnya. 
Tema-tema inilah yang kemudian dijadikan judul dalam bagian hasil 
penelitian. 
4. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali 
dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan naratif ini bisa meliputi 
pembahasan tentang kronologis peristiwa, tema-tema tertentu, atau tentang 
keterhubungan antar tema. 
5. Langkah terakhir adalah dengan menginterpretasi atau memaknai data. 
Langkah ini akan membantu penulis dalam mengungkap esensi dari suatu 
gagasan (Lincolin dan Guba dalam Creswell, 2013). Interpretasi juga bisa 
65 
 
berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 
1. Gambaran Umum Kota Malang 
a. Kondisi Geografis 
Kota Malang mempunyai luas wilayah sebesar 110,06 km² dan terbagi 
dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, 
Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru. Luas wilayah 
menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Malang 
Kecamatan Luas Wilayah (km²) 
Presentase Luas Kecamatan 
terhadap Luas Kota Malang 
Kedungkandang 39,89 36,24 
Sukun 20,97 19,05 
Klojen 8,83 8,02 
Blimbing 17,77 16,15 
Lowokwaru 22,6 20,53 
Jumlah 110,06 100,00 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Luas Wilayah Kota Malang berdasarkan 
SK Walikota Nomor: 146/054/428.41/90, 9 Januari 1990), 2018 
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Letak Kota Malang yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang 
secara astronomis terletak 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang 
Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut: 
1) Sebelah Utara   : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten 
Malang 
2) Sebelah Timur   : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang 
3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang 
4) Sebelah Barat    : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang 
Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air 
laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan 
iklim yang dimiliki. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring 
yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Pemandangan yang indah terlihat jelas 
dari atas pegunungan ini dan sekaligus juga terlihat beberapa gunung yang 
mengelilingi Kota Malang, yaitu Gunung Arjuno di sebelah Utara; Gunung Semeru di 
sebelah Timur; Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat; dan Gunung Kelud di 









Gambar 8. Peta Kota Malang 
 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Kota Malang dalam Angka 2017), 2018 
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b. Kondisi Iklim 
Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara 
berkisar antara 22,7°C – 25,1°C, sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan 
suhu minimum 18,4°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 79% – 86% dengan 
kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Kondisi iklim demikian 
membuat Kota Malang relatif sejuk dibandingkan daerah-daerah lain. Seperti 
umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang hanya memiliki 2 musim, yaitu 
musim hujan dan musim kemarau. Data iklim yang tersedia di Badan Meteorologi 
dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso untuk Kota Malang hanya jumlah 
hari hujan dan jumlah curah hujan. Hasil data iklim dari Badan Meteorologi dan 
Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso menunjukkan jumlah curah hujan 
tertinggi terjadi pada bulan Februari, Maret, dan November, sedangkan pada bulan 
Juli dan September curah hujan relatif lebih rendah. Data jumlah curah hujan dan hari 
hujan disajikan pada 3 (tiga) titik stasiun pengamatan yang ada di Kota Malang dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 









1 2 3 4 
Januari 291 61 140 
Februari 586 476 683 
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1 2 3 4 
Maret 235 402 387 
April 147 101 194 
Mei 176 145 246 
Juni 208 181 279 
Juli 69 32 65 
Agustus 124 - 77 
September 33 - 69 
Oktober 207 - 195 
November 424 - 675 
Desember 143 170 294 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Kota Malang dalam Angka 2017), 2018 








1 2 3 4 
Januari 15 8 9 
Februari 23 29 22 
Maret 21 16 16 
April 11 8 9 
Mei 16 11 11 
Juni 12 8 10 
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1 2 3 4 
Juli 8 4 10 
Agustus 6 - 3 
September 5 - 5 
Oktober 13 - 12 
November 19 - 22 
Desember 12 8 17 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun 
Klimatologi Karangploso 2016), 2018 
 
c. Kondisi Demografis 
Kondisi demografis merupakan kondisi kependudukan di suatu wilayah. 
Data penduduk menurut hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, yaitu jumlah 
penduduk Kota Malang tahun 2016 sebanyak 856.410 jiwa, yang terdiri dari jumlah 
penduduk laki-laki 422.276 jiwa dan penduduk perempuan 434.134 jiwa. Sehingga 
rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,27, dengan kepadatan 
penduduk sebesar 7.781 per km². Jumlah penduduk Kota Malang lebih detailnya 






Tabel 6. Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Kepadatan 












1 2 3 4 5 6 
Kedungkandang 93.609 94.566 188.175 98,99 4.717 
Sukun 95.128 96.385 191.513 98,70 9.133 
Klojen 49.338 54.299 103.637 90,86 11.737 
Blimbing 88.454 90.110 178.564 98,16 10.049 
Lowokwaru 95.747 98.774 194.521 96,94 8.607 
Kota Malang 422.276 434.134 856.410 97,27 7.781 
Sumber:Data Sekunder Hasil Penelitian (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035), 
2018 
 
d. Visi dan Misi Kota Malang 
1) Visi 
Visi Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 
Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, yaitu “Terwujudnya Kota 




Misi Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagai berikut: 
a) Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan 
pendidikan dan kesehatan. 
b) Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. 
c) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, 
pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial. 
d) Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang 
terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan 
lingkungan. 
e) Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan 
publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan 
masyarakat. 
 
2. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
a. Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
Kantor Imigrasi Malang berdiri pada Tahun 1961 bertempat di Jalan 
Bandung Nomor 28 Malang yang merupakan rumah pribadi Kepala Kantor saat itu 
(Bapak R. Sujono). Kemudian Pemerintah membeli sebuah bangunan di Jalan Raung 
Nomor 2 Malang dengan status tanah sewa milik Pemerintah Daerah Kota Malang, 
namun sejak 1982 Kantor Imigrasi Malang telah menempati gedung baru di Jalan 
Panji Suroso Nomor 4 Malang dan telah mengalami penambahan atau perubahan 
secara fisik hingga saat ini. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pemohon 
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jasa keimigrasian tahun 1992 telah dibangun Pos Imigrasi di Probolinggo di atas 
tanah hak sewa dari Adpel dan perluasan gedung kantor tahun 1998 hingga sekarang. 
 Perubahan Kantor Imigrasi Kelas II Malang menjadi Kantor Imigrasi Kelas 
I Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor: M-12.PR.07.04 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007, 
tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari Kelas II menjadi Kelas I. Kepala 
Kantor Imigrasi Kelas I dilantik pada tanggal 27 Maret 2008 yang diikuti serah terima 
jabatan Kepala Kantor dan pelantikan Pejabat Struktural dibawahnya pada tanggal 04 
April 2008. 
Gambar 9. Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
 




b. Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan 
1) Visi 
“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” 
2) Misi 
“Melindungi Hak Asasi Manusia” 
3) Motto 
“Melayani dengan Tulus” 
4) Janji Layanan 
a) Kepastian Persyaratan 
b) Kepasitan Biaya 
c) Kepastian Waktu Penyelesaian 
c. Struktur Organisasi 
Gambar 10. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
 




d. Tugas Pokok dan Fungsi 
1) Bagian Tata Usaha 
Tugas: melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Kantor Imigrasi 
Kelas I Malang. 
Fungsi: 
a) Melakukan urusan kepegawaian; 
b) Melakukan urusan keuangan; dan 
c) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. 
2) Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian 
Tugas: melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan 
Sarana Komunikasi Keimigrasian dilingkungan yang bersangkutan 
berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Fungsi: 
a) melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian 
dan penyebarannya untuk penyelididkan keimigrasian; 
b) melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen keimigrasian dan 
penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi. 
3) Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian 
Tugas: melakukan kegiatan keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian 
dilingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan Peraturan perundang-




a) melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin 
kembali; 
b) melakukan peentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di 
Indonesia; dan 
c) melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan 
seseorang mengenai status kewarganegaraan. 
4) Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 
Tugas: melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang 
asing dilingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Fungsi: 
a) melakukan pemeantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan 
mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing; 
b) melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. 
 
e. Kepegawaian 
Daftar pejabat struktural Kantor Imigrasi Kelas I Malang dapat dilihat pada 





Tabel 7. Daftar Pejabat Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
NO. JABATAN NAMA NIP 
1. Kepala Kantor Novianto Sulastono, SH, MH 
19661101 199503 1 001 
2. Kasubag. Tata Usaha 
Marhaendra Herrysila, SH, 
M.Hum 
19660601 199103 1 001 
3. Kaur Kepegawaian Eko Raharjo, SH 
19690409 19893 1 002 
4. Kaur Keuangan Irwan Judhianto, SE 
19670728 199908 1 001 
5. Kaur Umum Drs. Kushartono 
19660611 199003 1 001 
6. Kasi Insarkom Hanifa Ariyani, SE, MM 
19620121 198203 2 002 
7. Kasubsi Informasi 
Jusup Pehulisa Ginting, 
A.Md.Im, SH, M.Si 
19831216 20050 1 001 
8. Kasubsi Komunikasi Vina Pranindya, SH 
19790827 200312 2 002 
9. Kasi Lantaskim Eko Juniarto, SH 
19720616 199203 1 002 
10. Kasubsi Linbat 
Syahrul Mubarak Yamang, 
A.Md.Im, SH 
19860605 200604 1 001 
11. Kasubsi Perizinan 
Ketut Satria Widasmara, 
A.Md.Im, SH 
19820527 2003 1 001 
12. Kasi Statuskim 
Selfario Adhityawan Pikulun, 
SH 
19820401 200901 1 009 
13. Kasubsi Pentus Roy Pambudi Wibowo, SH 
19860429 200604 1 001 
14. Kasubsi Penelaahan 
Yehezkiel Djami, A.Md.Im, 
SH 
19860508 200501 1 001 
15. Kasi Wasdakim 
Eko Julianto Rachmad, 
A.Md.Im, SH 
19780729 200002 1 001 
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16. Kasubsi Pengawasan 
Hermawan Ragil Putra, 
A.Md.Im, SH 
19860503 200501 1 001 
17. Kasubsi Penindakan 
Donny Prasetyo Utomo, 
A.Md.Im, SH 
19900104 200901 1 001 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Kantor Imigrasi Kelas I 
Malang),2018 
 
f. Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
Peta wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang terbagi atas 4 kota dan 4 
kabupaten, wilayah-wilayah tersebut yakni: 
1) Kota Malang 
2) Kabupaten Malang 
3) Kota Pasuruan 
4) Kabupaten Pasuruan 
5) Kota Probolinggo 
6) Kabupaten Probolinggo 
7) Kabupaten Lumajang 







Gambar 11. Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Kantor Imigrasi Kelas I 
Malang, http://www.imigrasimalang.com), 2018 
B. Penyajian Data Fokus Penelitian 
1. Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi Warga Negara Asing 
(WNA) di Kota Malang 
Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dan salah satu 
destinasi tujuan wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisatawan lokal dan 
mancanegara tersebut tidak sedikit yang berkunjung ke Kota Malang untuk berwisata 
ataupun sekedar transit ke Kota Batu. Khusus wisatawan mancanegara yang 
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merupakan Warga Negara Asing (WNA) dari berbagai negara yang berkunjung ke 
Kota Malang selalu diawasi oleh Kantor Imigrasi Imigrasi Kelas I Malang. Kantor 
Imigrasi Kelas I Malang merupakan kantor di bawah naungan Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang mempunyai dasar hukum dalam 
menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan Presiden Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan merupakan salah satu dasar hukum untuk 
mengatur WNA dari negara mana saja yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan. 
Tujuan lain dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan hubungan negara 
Indonesia dengan negara lain sehingga perlu diberikan kemudahan bagi WNA dari 
negara tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan memperhatikan asas timbal 
balik dan manfaat. Dasar hukum lain yang memuat tugas-tugas dari Kantor Imigrasi 
Kelas I Malang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
Undang-undang tersebut bertujuan untuk mempermudah kinerja Kantor Imigrasi 
Kelas I Malang dalam menjalankan tugas terkait pengawasan dan penindakan bagi 
WNA yang masuk wilayah Indonesia. 
Terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
di atas Kantor Imigrasi Kelas I Malang memberikan keterangan yang dipaparkan oleh 
Bapak Hermawan Ragil Putra selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan sebagai berikut: 
“Tugas kita hanya melakukan pengawasan di lapangan yang sesuai dengan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kita ke lapangan lalu 
mengecek WNA tersebut, izin apa yang dia miliki, apakah sesuai  dengan 
kegiatan dia. Misalkan dia izin tinggalnya hanya untuk kunjungan tetapi dia 
bekerja, ya berarti itu kita ambil untuk dilakukan pemeriksaan di kantor.” 
(7 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
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Menurut Bapak Donny Prasetyo Utomo (Kepala Sub Seksi Penindakan) 
menyatakan hal yang sama terkait hal tersebut yakni sebagai berikut: 
“Landasan hukum yang berlaku Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 yang pakai 
(undang-undang tersebut) baik pengawasan, intelejen, dan penindakan imigran 
di situ ada semua”. 
(8 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut dalam memberikan pengawasan dan 
penindakan terhadap WNA yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan landasan 
hukumnya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. WNA 
yang menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan, izin tinggalnya hanya untuk 
kunjungan ke seluruh wilayah Indonesia.  
Mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam menyelenggarakan 
implementasi menurut Edward III terdapat empat variabel yang berpengaruh. Empat 
variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. 
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa 
Kunjungan yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang akan 
dijabarkan dalam variabel-variabel sebagai berikut: 
a. Komunikasi 
Perlunya menjaga komunikasi antar staff dan tim-tim lain agar implementasi 
Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016 terlaksana dengan baik. Upaya yang telah 
dilakukan oleh seksi pengawasan dan penindakan selaku birokrat yang menangani 
terkait implementasi tersebut, dijelaskan dan dipaparkan oleh Bapak Eko Julianto 
Rachmad (Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kasi Wasdakim): 
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“TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) merupakan gabungan instansi 
pemerintah yang berkaitan dengan orang asing yang terdiri dari Polres, Badan 
Narkotika Nasional (BNN), Perpajakan, Kodim, Kejaksaan, Bangkesbangpol, 
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Dinas Pendidikan (Disdik). Kita 
melakukan komunikasi dan koordinasi antara seksi wasdakim dengan TIM 
PORA dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan, rapat koordinasi baik 
secara rutin maupun insidentil. Selain melakukan rapat koordinasi antar instansi 
terkait pengawasan orang asing seksi wasdakim juga melakukan kegiatan 
operasi gabungan. Operasi gabungan ini bentuknya adalah mendatangi tempat-
tempat yang diduga ada keberadaan dan kegiatan orang asing yang juga 
melibatkan instansi terkait dengan pengawasan orang asing”. 
(22 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Menurut Bapak Hermawan Ragil Putra (Kepala Sub Seksi Pengawasan) 
menyatakan hal yang sama yakni sebagai berikut: 
“Kami ada wadahnya. Kantor Imigrasi Kelas I Malang membawahi 4 
kabupaten dan 4 kota madya. Setiap tahun pasti ada rapat TIM PORA, selain itu 
bisa saling berhubungan via WhatsApp. Rapat TIM PORA itu membahas 
tentang orang asing. Bertukar informasi di mana saja. Terus kalau perlu 
dilakukan operasi, kita lakukan operasi gabungan. Anggotanya ada delapan, 
yaitu Disnaker, Disdik, Kejaksaan, Polres, BNN, Kodim, Bangkesbangpol, dan 
Perpajakan”. 
(7 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Penjelasan terkait hal yang sama dipaparkan oleh Bapak Donny Prasetyo 
Utomo (Kepala Sub Seksi Penindakan), beliau mengatakan: 
“Sebelum kita melakukan operasi bersama di lapangan, kita mengadakan rapat-
rapat dulu bersama TIM PORA. Rapat-rapat dulu untuk menyiapkan apa-apa 
saja yang menjadi target kita nanti, kasarannya apa saja, nanti tim itu harus 
membantu seperti apa. Apakah nanti dari tim lain seperti misalkan dari Catatan 
Sipil (Capil) membagi diri kayak misalkan mencar gitu, terserah. Itu kan 
kesepakatan bersama kita rapat, teknisnya seperti apa. Untuk pembagian tugas, 
kita ada tim pemeriksaan juga. Kan kita hanya menindak sesuai prosedur saja. 
Beda dengan pengawasan, dia kan langsung terjun ke lapangan. Jadi ada tim 
yang masuk ke perusahaan, lalu ada tim yang lewat samping untuk merekam”. 




Menjalankan komunikasi yang baik merupakan salah satu dasar terpenting 
dalam melakukan koordinasi. Tidak hanya dalam melaksanakan suatu tugas dan 
tanggungjawab melainkan melalui komunikasi akan terjalin kepercayaan antar tim 
atau antar instansi lain. Adanya kerjasama antar instansi lain dalam memberikan 
keamanan dan kenyamanan bagi birokrat adalah suatu kewajiban, sehingga dalam 
memaksimalkan hal tersebut dibentuk TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) 
yang terdiri dari delapan anggota atau instansi pemerintahan. 
Berikut penjelasan untuk mengetahui terjadinya pelanggaran oleh Bapak 
Hermawan Ragil Putra (Kepala Sub Seksi Pengawasan), beliau mengatakan: 
“Misalkan ada laporan dari masyarakat. Laporan itu macam-macam, seperti 
dari informan, masyarakat, atau dari sistem. Jika dalam pelaporan tersebut ada 
temuan kita langsung ke lapangan. Sebelum itu kita mencari bukti-bukti dulu, 
kita  foto dulu, mencari saksi mana yang bisa dijadikan saksi,  itu namanya opsi 
intel. Apabila sudah fix semuanya baru kita ambil. Kita berangkat ke lapangan, 
sudah oke baru kita bawa ke kantor. Di kantor kita melakukan pemeriksaan di 
situ dengan bukti-bukti yang ada. Bila terbukti kita langsung deportasi atau kita 
lakukan tindakan projusticia. Intinya kita tahu apabila ada yang melaporkan. 
Bebas visa kunjungan ini kan tidak bisa diperpanjang, kita tahu kalau WNA 
tersebut overstay ketika dia akan keluar dari Indonesia. Tetapi rata-rata si jarang 
yang overstay. Karena waktu mereka masuk ke Indonesia kami pasti memeriksa 
return ticket dia. Kapan dia keluar Indonesia ke negara asalnya. Maka kita pasti 
akan minta return ticketnya, karena visa ini kan visa yang tidak bisa 
diperpanjang (bebas visa kunjungan).  Kalau dilihat kok lebih dari 30 hari maka 
dipertanyakan”. 
(7 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Informan yang berbeda yaitu Bapak Donny Prasetyo Utomo (Kepala Sub 
Seksi Penindakan) memberikan keterangan terkait terjadinya pelanggaran yang 
dilakukan oleh warga negara asing, sebagai berikut: 
“Jadi awal mula taunya ada pelanggaran itu ya pasti dari proses selidik, terus 
kita juga dapat info dari luar dari informan, kita juga dapat info dari masyarakat. 
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Nanti kita telusuri, kita selidik, kita cari tahu, mengawasi sekitar apa benar ada 
penyimpangan atau pelanggaran terkait keimigrasian. Untuk yang overstay 
prosedurnya kita lakukan berita acara pemeriksaan, setelah itu baru kita akan ke 
bagian status keimigrasian (statuskim) untuk dilihat datanya. Nanti akan keluar 
slip pembayarannya. Setelah keluar slip-slip pembayaran itu baru dia bayar, ke 
pos bisa, lewat bank bisa. Tidak langsung ke kita”. 
(8 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 
mengetahui terjadinya pelanggaran hal pertama yang dilakukan adalah mencari 
kejelasan terlebih dahulu yaitu dengan cara diselidiki kebenarannya dengan turun ke 
lapangan, sehingga mendapatkan informasi yang akurat. Cara mengetahui informasi 
terkait pengawasan dan penindakan melalui  informan (laporan hasil penyelidikan 
intelkim, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) atau infromasi masyarakat 
sekitar. Langkah selanjutnya setelah petugas mendapatkan informasi yang cukup 
ialah proses penyelidikan. Proses penyelidikan tersebut dilakukan apabila terbukti 
ditemukannya pelanggaran. 
b. Sumberdaya 
Sumberdaya yang memadai adalah salah satu indikator yang mempengaruhi 
keberhasilan dalam menjalankan implementasi. Sumberdaya tersebut dapat meliputi 
sumberdaya manusia, sarana, prasarana, dan anggaran. Gambar di bawah merupakan 
salah satu sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pegawai pada seksi 





Gambar 12. Bilik Kerja Pegawai Seksi Pengawasan dan Penindakan 
Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
 
 
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian (Kantor Imigrasi Kelas I 
Malang), 2018 
 
Berikut penjelasan menurut Bapak Hermawan Ragil Putra selaku Kepala 
Sub Seksi Pengawasan terkait sumberdaya: 
“Sarana Prasarana untuk akomodasi pasti ada kendaraan, informan di lapangan 
juga ada. Sudah cukuplah sarana dan prasarananya. Anggarannya dari 
kementrian pusat yaitu dari APBN sudah teranggarkan untuk pengawasan dan 
cukup. SDMnya Alhamdulillah sekarang sudah cukup banyak, sudah cukuplah 
buat kami di lapangan, dulu sedikit. Setelah ada penerimaan CPNS 
Alhamdulillah cukup”. 




Sedangkan menurut Bapak Donny selaku Kepala Sub Seksi Penindakan 
bahwa terkait sumberdaya yakni sebagai berikut: 
“Intinya kalau bicara cukup gak cukup pasti ga pernah cukup terus ya. 
Anggaran sudah ada kita maksimalkan. Untuk masalah anggaran, SDM, sarpras 
kalau bicara kurang ya kurang ya. Jadi, sebenarnya kalau saya bilang masalah 
anggaran, SDM, sarpras itu masalah klasik ya ketika orang-orang kantor bilang 
kurang-kurang saya rasa itu klasik aja si. Memang masalah dari dulu kan itu-itu 
aja masalahnya, belum ada solusi. Jadi ya saya pribadi yang sudah ada kita 
maksimalkan saja semua masalah anggaran, SDM, dan sarpras. Kembali lagi, 
semua orang kalau ditanya kurang kan kurang terus ya. SDM kita yang sedikit 
sedangkan wilayah kerja kita kan 4 kota dan 4 kabupaten. Secara akal saja ga 
mungkin ya SDM kita punya hanya 8 orang bisa mengawasi 4 kota dan 4 
kabupaten ga mungkin, ga masuk akal lah ya. Nah, makanya itu kita bentuk 
TIM PORA itu tadi”. 
(8 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Terkait sumberdaya yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Malang khususnya 
di seksi pengawasan dan penindakan di rasa sudah cukup, walaupun masih ada 
kekurangan, berikut penuturan dari Bapak Eko Julianto Rachmad selaku Kepala Seksi 
Pengawasan dan Penindakan: 
“Sumberdaya ada SDM, sarana dan prasarana ada mobil dinas, anggaran, akses 
informasi. Akses informasi ini bisa berbagai hal, bisa manusia, bisa komputer 
(internet). Kalau kegiatan orang asing kita bisa berdayakan masyarakat. Kita 
jadikan dia informan. Biasanya informan-informan ini dikasi duit. Orang itu 
ngasi informasi, kasi duit. Duitnya ya dari anggaran itu tadi. Kalau internet itu 
kita bisa cari tau misalnya suatu perusahaan. Perusahan ini detailnya seperti apa 
kita bisa cari tau lewat internet. SDM kurang. Karena dengan SDM yang ada 
tidak bisa men-cover wilayah kerja yang sangat luas. Anggaran juga kurang. 
Karena dengan anggaran yang ada tidak bisa men-cover kegiatan kita 
pengawasan dan penindakan orang asing selama 1 tahun penuh. Paling cuma 8 
bln itu sudah habis anggarannya. Terkait dengan sarana dan prasana, kita ga 
dibekali kamera canggih yang bisa membidik orang dari jarah 150 meter atau 1 
km, ga punya kita kamera seperti itu. Sebenernya saya ingin ada itu tapi 
anggarannya ga ada. Mahal itu kameranya ga murah. Kalau mahal-mahal gitu 
ga bisa dicampur sama anggaran. Kamera itu kalau dikatakan perlu ya perlu”. 
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(22 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
  
Penjelasan yang telah dipaparkan di atas telah kita ketahui bahwa 
sumberdaya untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara 
asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan yang dimiliki oleh seksi 
pengawasan dan penindakan masih minim dari data pegawai tersebut terlitah jelas 
bahwa memang jumlah tersebut yang utama bagi mereka ialah totalitas dan tanggung 
jawab. Terdapat perbedaan dalam memberikan pernyataan terkait anggaran antar sub 
seksi, hal ini dikarenakan kurang meratanya anggaran dan Kantor Imigrasi Kelas I 
Malang dalam memberikan anggaran tersebut perlu hati-hati dan dilihat terlebih 
dahulu dari keperluannya serta jumlah anggaran yang dibutuhkan. Mensiasati hal 
tersebut sub seksi pengawasan dan penindakan telah berupaya untuk merevisi 
anggaran sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. 
Tabel 8. Data Pegawai Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 
Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
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Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Kantor Imigrasi Kelas I 
Malang), 2018 
Data pegawai seksi pengawasan dan penindakan berdasarkan tabel di atas 
seluruhnya berjumlah 8 pegawai. Jumlah keseluruhan tersebut berdasarkan 
karakteristik jenis kelamin terdapat 7 laki-laki dan 1 perempuan. Kompetensi yang 
menunjang dalam menjalankan suatu pekerjaan diperlukan dalam menjalankan tugas 
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dan kewajiban secara baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tabel data 
pegawai tersebut bisa dillihat bahwa pendidikan terakhir para pegawai di seksi 
pengawasan dan penindakan terdiri dari berbagai jenjang pendidikan yaitu jenjang 
pendidikan S2 terdapat 1 pegawai, jenjang pendidikan S1 berjumlah 6 pegawai, dan 
jenjang pendidikan terakhir D3 terdapat 1 pegawai. 
c. Disposisi 
Indikator selanjutnya dalam model implementasi Edward III ialah disposisi. 
Menjalankan tugas keimigrasian perlu adanya disposisi atau sikap yang dilakukan 
oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengangkatan birokrat perlu diperhatikan 
untuk mengetahui bagaimana sistem perekrutan atau diklat pegawai. Diklat pegawai 
ini khususnya untuk menempatkan pegawai yang berkompeten dalam menangani 
orang asing. 
Penjelasan terkait hal tersebut yang dipaparkan oleh Bapak Eko selaku 
Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan adalah sebagai berikut: 
“Tidak ada rekruitmen khusus untuk menangani pengawasan dan penindakan 
WNA. Para pegawai dimaksimalkan untuk bisa melakukan semua kegiatan di 
setiap seksi. Makanya selalu ada rolling pegawai. Jadi pegawai yang sekarang 
di wasdakim itu 2 tahun sekali di rolling, dia bisa pindah ke lantaskim, infokim, 
atau bisa pindah ke statuskim. Jadi memang dirancang untuk bisa melakukan 
kegiatan disemua seksi. Dalam hal menangani penyidikan itu kan agak sedikit 
berbeda dengan pengawasan. Karena kalau penyidikan kan kita sudah masuk ke 
pengawasan. Untuk teknis cara dan metode penyidikan itu memang kita di 
kasih diklat khusus. Diklat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Diklat 
PPPNS namanya. Dipilih atau ditentukan langsung dari pusat. Lama diklatnya 
sekitar 2 bulan di Megamendung Pusdik Reserse Kriminal Polri, 
Megamendung-Bogor”. 




Berikut penjelasan terkait hal yang sama oleh Bapak Hermawan Ragil Putra 
(Kepala Sub Seksi Pengawasan): 
“Tidak ada penerimaan/perekrutan pegawai yang khusus untuk pengawasan 
WNA. Untuk diklat yang menangani WNA ada, seperti diklat intel biasanya 
hanya untuk teknisnya saja. Pejabat teknisnya biasanya, kalau staff biasa tidak 
diklat. Dipilih langsung oleh pusat di Direktorat Jendral Keimigrasian”. 
(7 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Bapak Donny (Kepala Sub Seksi Penindakan) juga menjelaskan hal yang 
sama sebagai berikut: 
“Diklat dan pembekalan yang lebih ke teknis itu ada, jadi hanya untuk khusus 
seperti pembekalan untuk pejabat strukturalnya saja tetapi secara teknisnya gitu, 
secara aturan. Bukan yang ada latihan fisik itu ngga. Yang mengikuti diklat dan 
pembekalan tersebut biasanya pejabat strukturalnya saja, pejabat teknis yang 
jelas”. 
(8 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Selain sistem perekrutan atau diklat pegawai, sikap dari pegawai dalam 
menangani suatu masalah ialah hal yang penting. Seperti yang kita tahu berkaitan 
dengan pengawasan dan penindakan terhadap WNA yang diberikan fasilitas bebas 
visa kunjungan perlu adanya sikap yang tegas dalam melaksanakan tugas. Berikut 
sikap yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terkait bebas visa kunjungan, 
informan Bapak Hermawan Ragil Putra (Kepala Sub Seksi Pengawasan): 
“Kalau dia overstay pasti akan kita pulangkan dan harus membayar biaya beban. 
Kalau dia bebas visa yang berarti tidak bisa diperpanjang maka dia wajib 
membayar beban atau denda. Kalau tidak bisa membayar beban atau denda 
tersebut kita akan deportasi dan akan diberikan cekal. Ini sudah ada di Pasal 78 
UU No.6 Tahun 2011 ayat 1, 2, dan 3. Selain penyalahgunaan bebas visa 
kunjungan yang overstay juga ada yang menyalahgunakannya untuk bekerja. 
Kalau misal dia diduga bekerja kita langsung deportasi saja. Tetapi kita sudah 
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mempunyai bukti-bukti kalau dia diduga kuat bekerja, langsung saja dideportasi 
dan diberikan cekal. Tidak ada denda”. 
(7 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
Selanjutnya penjelasan dari Bapak Donny selaku Kepala Sub Seksi 
Penindakan terkait upaya atau sikap yang telah dilakukan oleh seksi penindakan 
apabila diketahui terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, berikut 
penuturan beliau: 
“Dampak dari bebas visa kunjungan ini seperti overstay. Kan bebas visa 
kunjungan ini tidak bisa diperpanjang, jadi hanya 30 hari, masa berlaku hanya 
sampai 30 hari. Ketika dia lebih dari 30 hari ya overstay, karena tidak bisa 
diperpanjang. Jadi, ada WNA yang sering telat (overstay), tetapi itu sedikit 
sekali. Dampak yang paling besar sih kalau misalnya buat visa itu adalah 
penyalahgunaan ijin tinggal biasanya. Contohnya biasanya  semakin banyak 
pekerja TKA (Tenaga Kerja Asing) itu yang harusnya hanya sebagai tenaga 
ahlinya, sekarang sudah merambat ke pekerja kasarnya. Nah itu, dia merasa 
negara dia adalah negara bebas visa. Makanya dia masuk sini dengan sebagai 
tenaga kasar itu menggunakan bebas visa, sedangkan dia datang ke sini untuk 
bekerja sebagai tenaga kasar. Kita hanya mengikuti undang-undang. Untuk 
sanksinya itu kita kan lebih ke tindakan ya. Karena kita lebih ketindakan, 
misalkan ada seseorang yang melanggar UU No.6 Tahun 2011 Pasal 78, dia 
overstay, yasudah dia dikenakan biaya beban, dan dia bayar. Satu hari Rp. 
300.000,-. Tindakan itu dibagi menjadi dua, ada tindakan administrasi 
keimigrasian dan tindakan projusticia (tindakan hukum). Kalau tindakan 
administrasi keimigrasian itu membayar biaya beban dan/atau deportasi. Jadi di 
UU No. 6 Tahun 2011 itu mengatur bahwa overstay dibagi menjadi 3, orang 
yang membayar overstay di bawah 60 hari itu diberikan kemudahan untuk 
membayar biaya beban. Yang kedua adalah orang asing yang overstay di atas 
60 hari itu dikenakan deportasi. Yang ketiga orang asing yang overstay dari 
mulai satu hari sampai tak terhingga itu ketika tidak bisa membayar dia 
dikenakan deportasi. Kalau overstay tidak diatur hukuman kurungan. Beda 
dengan penyalahgunaan ijin tinggal, itu diatur sanksi kurungan maupun pidana”. 
(8 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
Menurut pernyataan Bapak Eko selaku Kepala Seksi Pengawasan dan 
Penindakan mempertegas terkait pelanggaran dilakukan oleh WNA dan sanksi yang 
tegas bagi pelanggar, sebagai berikut: 
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“Kalau terkait dengan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang sering kita temukan 
di lapangan adalah pelanggaran yang penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian. 
Jadi mereka yang menggunakan BVK ternyata terindikasi atau diduga banyak 
dari mereka yang melakukan kegiatan bekerja. Jadi penyalahgunaan ijin tinggal 
adalah salah satu hal yang paling sering terjadi terhadap orang-orang yang 
menggunakan fasilitas BVK. Selain itu ada overstay. BVK ini kan tidak boleh 
diperpanjang, jadi sebelum habis masa berlakunya dia harus get out of this 
country atau keluar dari negara kita. Mau masuk lagi ya tidak apa. Tapi dia 
harus keluar dulu dari negara itu. Sanksi dari overstay ada dalam Pasal 78 UU 
No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu apabila overstay kurang dari 60 
hari itu dikenakan biaya beban satu harinya Rp. 300.000,-. Kalau overstay di 
atas 60 hari itu langsung dideportasi dan namanya langsung dimasukkan ke 
dalam daftar penangkalan, tidak boleh masuk lagi dia. Yang terakhir kalau 
orang asing overstay dan tidak mampu atau tidak bisa melakukan pembayaran 
biaya beban di bawah 60 hari yang dilakukan adalah pendeportasian dan 
dimasukkan namanya ke dalam daftar penangkalan. Lalu kalau sanksi 
penyalahgunaan ijin tinggal itu ada di Pasal 122: a) dipidana penjara paling 
lama 5 tahun dan didenda paling banyak 500jt ditujukan kepada orang asing 
yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan ijin tinggal, melakukan 
kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin tinggal yang diberikan kepadanya; b) 
setiap orang yang menyuruh atau memberi kesempatan kepada orang asing 
untuk melakukan penyalahgunaan ijin tinggal tersebut. Untuk pembayaran 
biaya beban/denda itu bayarnya ke bank-bank yang ditunjuk oleh kita yang 
memang bekerja sama dengan kita. Itu masuknya ke PNBP (Penghasilan 
Negara Bukan Pajak)”. 
(22 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Lebih jelas terkait pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh bagian 
pengawasan dan penindakan serta kegiatan lain terkait keimigrasian, data rekapitulasi 
kegiatan dari seksi pengawasan dan penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
terkait orang asing dijelaskan pada Tabel 5. Rekapitulasi Data Kegiatan Seksi 
Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Tahun 2017. Penjabaran dari rekapitulasi 
data kegiatan seksi pengawasan dan penindakan keimigrasi pada tahun 2017 terdapat 
beberapa jenis kegiatan yang dikelompokkan menjadi 5 kegiatan, yaitu pengawas, 
pelanggaran, tindakan keimigrasian, projusticia, dan penolakan ijin keimigrasian. 
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Berdasarkan data tersebut dikaetahui kegiatan pengawas terkait operasional 
berjumlah 9 orang dan diadakan rapat koordinasi pengawasan orang asing (SIPORA) 
pada bulan Februari, Maret, dan September masing-masing berjumlah 1 kali, 
sedangkan pada bulan Juli berjumlah 2 kali. Selanjutnya, terkait pelanggaran overstay 
pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai bulan Desember total 132 orang, 
sedangkan pelanggaran terkait penyalahgunaan pada tahun 2017 dari bulan Januari 
sampai Desember tidak ada. Kemudian, tindakan keimigrasian terkait pendentensian 
tidak adan, bea bean/denda pada bulan Januari sampai Desember tahun 2017 
berjumlah 675 orang asing, dan yang terakhir tindakan pendeportasian tahun 2017 
terdapat 13 orang. 
Tabel 8. Rekapitulasi Data Kegiatan Seksi/Bidang Wasdakim Kantor Imigrasi 
Kelas I Malang Tahun 2017 
 




d. Struktur Birokrasi 
Penyebaran tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing subseksi 
dalam pengawasan dan penindakan orang asing dapat dilihat dari keberhasilan 
implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik perlu adanya struktur 
birokrasi yang jelas serta sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur birokrasi yang 
ada di Kantor Imigrasi Kelas I Malang memiliki sistem tersendiri. Berikut penuturan 
dari Bapak Eko selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan terkait pembagian 
tugas antara Kantor Imigrasi Kelas I Malang khususnya seksi pengawasan dan 
penindakan keimigrasian dengan Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing): 
“Tugas-tugas secara khusus di dalam Tim Pora itu tidak ada. Karena masing-
masing instansi itu sudah mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-
masing dan mereka punya payung hukum atau aturan-aturan yang memang 
sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Kami di imigrasi ya imigrasi saja, 
keimigrasian. Tim Pora itu tidak ada tugas dan fungsi. Apa yang kita lakukan 
dalam Tim Pora adalah berbagi informasi, melebur jadi satu, kemudian dari 
informasi tersebut kita cari apakah ini adalah suatu masalah atau bukan. Kalau 
memang ini suatu masalah kita bersama-sama berdiskusi memutuskan jalan 
keluar dan solusi yang terbaik. Tempat diskusinya juga fleksibel, bisa di mana 
saja. Di restoran, di hotel, di ruang rapat, tidak harus di kantor keimigrasian. 
Kalau pembagian tugas itu kita sudah pernah mengeluarkan buku panduan tata 
cara pengawasan orang asing bagi tim pengawasan orang asing, jadi sifatnya 
instansi lain ini membackup tugas dari imigrasi, kewenangan penindakan itu 
nanti kalau di lapangan tergantung temuan. Kalau itu menyangkut masalah 
dengan keimigrasian maka diserahkan ke kita (imigrasi), tapi kalau tindakan 
umum ya diserahkan ke kepolisian, misalnya mabuk di tempat umum. 
Kemudian kalau masalah ketenagakerjaan diserahkan ke pengawas 
ketenagakerjaan. Jadi, tergantung pelanggaran yang ditemui di lapangan dan 
dilihat dari instansi mana hukuman terberat yang ditujukan kepada orang asing 
yang melanggar. Hal ini bertujuan agar memberikan efek jera kepada orang 
asing tersebut”. 




Berikut keterangan dari informan Bapak Ragil (Kepala Sub Seksi 
Pengawasan) terkait pembagian tugas dan tanggung jawab: 
“Tugas seksi pengawasan kan untuk mengawasi WNI dan WNA, tidak hanya 
WNA saja, WNI juga kita awasi. WNI itu kita yang menangani pemohon 
paspor, kita juga yang mengawasi untuk apa membuat paspor. Kalau WNA ya 
itu tadi kita awasi juga bersama Tim Pora”. 
(7 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Penjelasan terkait struktur birokrasi dan pembagian tugas di seksi 
pengawasan dan penindakan yang dipaparkan oleh Bapak Donny (Kepala Sub Seksi 
Penindakan) sebagai berikut: 
“Di penindakan sebenarnya sedikit sekali saya sebagai Kepala Sub Seksi 
Penindakan, di bawah saya cuma ada 3 sampai 4 orang. Untuk di luar kantor itu 
di pengawasan untuk penindakan tidak ada. Jadi dalam suatu hari kan di sini 
ada penindakan dan pengawasan. Dalam suatu hari pengawasan keluar 
(kantor/bertugas di lapangan) mengurusi yang di luar, kita (penindakan) yang 
mengurusi di dalam, jadi bagi tugas”. 
(8 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Gambar 13. Struktur Birokrasi Seksi Pengawasan dan Penindakan 
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Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Kantor Imigrasi Kelas I Malang), 
2018 
Bagan struktur birokrasi seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian 
terdiri dari 3 jabatan struktural melalui arahan dari kepala seksi pengawasan dan 
penindakan, kemudian garis alur birokrasi terbagi menjadi 2 fungsi yakni pengawasan 
yang menjadi wewenang kepala sub seksi pengawasan keimigrasian dan berkaitan 
dengan penindakan menjadi wewenang kepala sub seksi penindakan keimigrasian. 
Selanjutnya, garis koordinasi dari ke tiga pejabat struktural tersebut turun ke pegawai 
fungsional. Alur birokepala seksi tersebut dapat dilaksanakan secara baik sesuai tugas 
dan tanggungjawbanya berdasarkan SOP yang ada dan berdasarkan otoritas dari tiap 
petugas yang bersangkutan. 
Indikator selaknjutnya dalam struktur birokrasi terkait pelaksanaan dan 
kinerja sesuai dengan SOP masing-masing subseksi yang ada di seksi pengawasan 
dan penindakan dalam menangani implementasi kebijakan bebas visa kunjungan 
berikut penjelasan dari Bapak Donny selaku kepala sub seksi penindakan: 
“ya sesuai tupoksinya, jadi kita mengajukan penindakan, kita tanyakan paling 
ga ketika ada pelanggaran. Jadi ittu secara otomatis dalam artian seksi 
pengawasan ya sesuai dengan tupoksinya dan apabila perlu dilakukan 
penindakan kita bawa ke sini (tugas bagian penindakan)”. 
(8 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Selanjutnya terkait Standar Operating Procedures (SOP) yang berlaku di 
seksi pengawasan dan penindakan dijelaskan oleh Bapak Eko (Kepala Seksi 
Pengawasan dan Penindakan): 
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“Terkait SOP baru ada SOP pengawasan ya. SOP pengawasan itu dikeluarkan 
oleh Dirjen Imigrasi dari pusat itu SOP tentang pengawasan di keimigrasian”. 
(22 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Pernyataan terkait Standar Operating Procedures (SOP) terhadap 
pengawasan di keimigrasian akan disakijakan dalam gambar 11. SOP Pengawasan 
Keimigrasian. Terkait Standar Operating Procedures (SOP) tentang pengawasan 
keimigrasian akan dijabarkan sebagai berikut, hal pertama yang dilakukan ialah 
petugas mengumpulkan bahan keterangan dengan cara yang pertama melalui Sistem 
Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), laporan hasil penyelidikan intelkim, 
laporan/pengaduan masyarakat, media cetak/elektronik/ sosial, intstansi terkait, 
sumber informasi lainnya; selanjutnya, Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan 
Kepala Seksi atau Kepala Sub Seksi untuk melaksanakan rapat persiapan pengawasan 
keimigrasian yang menghasilkan jumlah personil, alat komunikasi, alat transportasi, 
anggaran, jangka waktu surat perintah, waktu pelaksanaan pengawasan, safe houses; 
yang ketiga, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan surat perintah; ke empat, petugas 
melakukan pengawasan dengan cara: (i) memperlihatkan surat perintah dan identitas 
pegawai kepada orang asing, (ii) memperlihatkan keberadaan orang asing, (iii) 
meminta orang asing memperlihatkan dokumen keimigrasian, (iv) petugas 
mencocokkan identitas dokumen keimigrasian, (v) petugas melakukan wawancara 
dan memeriksa kesesuaian kegiatan orang asing dengan izin tinggal keimigrasiannya; 
langkah selanjutnya, petugas mengisi formulir hasil wawancara pengawasan 
keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan; yang 
terakhir, petugas menyusun laporan pelaksanaan operasi pengawasan keimigrasian. 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Bebas Visa 
Kunjungan bagi Warga Negara Asing (WNA) di Kota Malang (Studi pada 
Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
a. Faktor Pendukung 
Berikut faktor pendukung dalam implementasi kebijakan bebas visa 
kunjungan bagi warga negara asing (WNA) di Kota Malang. Berkaitan dengan 
konsistensi aparatur, berikut penjelasan informan Bapak Ragil Hermawan Putra 
(Kepala Sub Seksi Pengawasan): 
“Intinya di Imigrasi khususnya di sini (Kantor Imigrasi Malang) sudah 
melakukan pro justicia dari tahun 2016. Pro justicia suatu proses hukum yang di 
mana orang asing ini kita ajukan ke ranah persidangan”. 
(7 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Selain konsistensi terhadap kebijakan yang berlaku dalam menangani 
pelanggaran. Kinerja aparatur yang dibuktikan melalui pro justicia oleh Kantor 
Imigrasi Kelas I Malang khususnya seksi pengawasan berupaya memaksimalkan 
kehadiran Tim Pora untuk mendukung dan mempermudah kinerja keimigrasian, 
berikut penjelasan dari informan yang sama: 
“Untuk SDM nya karena wilayahnya luas, kita harus pintar-pintar bagi waktu. 
Kita membuat planning minggu depan ke sini, minggu depannya lagi ke sana. 
Kita setiap minggu rutin melakukan pengawasan ke wilayah kerja kita. 
Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Batu. Lalu kita di sini Tim Pora kan Tim 
Pengawasan Orang Asing itu ada 8 anggota dengan Kantor Imigrasi Malang 
sendiri itu wilayah kerjanya meliputi 4 kota madya dan 4 kabupaten. Dari situ 4 
kabupaten dan 4 kota madya itu ada Tim Pora. Tim Pora itu pasti diketuai oleh 
Kepala Kantor Imigrasi setempat. Kalau di Malang berarti Malang (Kantor 
Imigrasi Malang). Anggotanya (Tim Pora) itu macam-macam ada dari BIN, 
Polri, kemudian dari Disnaker, terus dari Satpol PP, atau dari Pajak. Tergantung 
dari kita melihat keterkaitannya di lapangan.” 
(7 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
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Menurut penjelasan Bapak Donny selaku kepala sub seksi penindakan terkait 
kehadiran Tim Pora yang memiliki peran dalam membantu kinerja Kantor Imigrasi 
Kelas I Malang sebagai berikut: 
“Sangat membantu karena Tim Pora melibatkan berbagai instansi dari segi 
keamanan. Dari segi keahlian dalam bidang tersebut seperti mungkin dari 
Disnaker jadi data-data (ketenagaan orangasing) kan mereka yang tahu atau 
pegang, jadi kta berkoordinasi dengan Disnaker begitu..” 
(8 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Dengan hadirnya tim khusus dalam menangani orang asing secara tidak 
langsung memberikan dampak positif dan sangat mendukung kebijakan yang sedang 
berlangsung. 
Selanjutnya terkait faktor pendukung indikator yang penting lainnya ialah 
dengan adanya peran dari seluruh tim memberikan pengawasan terhadap keberadaan 
orang asing akan mempermudah implementasi ini berjalan dengan baik, berikut 
penuturan dari Bapak Eko selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan: 
“Implementasi pengawasan ini bisa berjalan seandainya semua pihak itu merasa 
bahwa orang asing ini gerak-geraknya itu tidak kita menafikkan keberadaan 
orang asing, artinya buka kita apriori tentu kita selalu waspada, kalau ada 
(orang asing) kita harus yang pertama tidak licik atau apa terhadap perilaku 
orang asing dan melakukan atau melaporkan keseperangkat setempat artinya 
sebagai masyarakat ataupun pihak hotel itu juga melaporkan ke pihak imigrasi, 
ada memang jalurnya melalui APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) di situ 
ada jalurnya juga dengan adanya aplikasi itu pihak imigrasi mudah melakukan 
pengawasan.” 
(22 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Pernyataan tersebut didukung dengan adanya penjelasan di bawah terkait 
gambar yang berkaitan dengan aplikasi pelaporan orang asing. Aplikasi tersebut 
merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kantor keimigrasian untuk melapor 
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segala hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Fungsinya untuk 
memberikan informasi terkait keberadaan dan keamanan serta kenyamanan bagi 
pelapor maupun bagi orang asing sendiri. 
Gambar 14. Spanduk Pemberitahuan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) 
 




Gambar di atas memberikan informasi terkait salah satu bentuk pelayanan 
dalam hal pengawasan keimigrasian yakni melibatkan masyarakat untuk dapat 
melaporkan keberadaan orang asing di sekitar. Melalui aplikasi yang disebut dengan 
Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) masyarakat dapat langsung mengakses 
aplikasi tersebut melalui website resmi dari keimigrasian yaitu 
www.apoa.imigrasi.go.id atau bagi masyarakat yang masih belum paham terkait 
aplikasi tersebut dan segala hal yang berkaitan dengan keimigrasian dapat 
menghubungi langsung melalui nomor telepon yang tertera pada gambar tersebut. 
b. Faktor Penghambat 
Implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing 
(WNA) di Kota Malang juga mempunyai faktor penghambat. Faktor penghambat 
yang ada ialah berkaitan dengan komunikasi atau koordinasi antar instansi terkait, 
penuturan Bapak Eko (Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan) sebagai berikut: 
“Kalau penghambat komunikasi sih ga ada ya. Kendala sih biasanya bukan dari 
tim, Tim Pora sebagai alat kita untuk melakukan tindakan yang sekiranya kita 
sendiri tidak bisa. Misalnya imigrasi sendirian masuk ke suatu perusahaan lalu 
ditolak oleh perusahaan tersebut, mental, ga bisa masuk. Padahal di situ diduga 
ada kegiatan dan keberadaan orang asing. Imigrasi sendirian ga bisa, balik 
kanan. Lalu saya panggil Tim Pora, saya ajak dari TNI, Polri, Disnaker, 
bersama-sama kita masuk. Baru dibuka. Kayak kemarin waktu itu kita dari Tim 
Pora ke Probolinggo, itu ada kendala di pihak perusahaan, dari pihak unsur 
keamanannya itu kebetulan dari Polri, tapi dari tim sendiri yang salah satunya 
dari anggota tim itu dari Polri, mereka tidak bisa mengatasi hal tersebut 
(permasalahan), padalah harapan kita dengan membawa tim dari kepolisiannya 
paling tidak mereka dapat membantu kita. Paling tidak untuk bisa menjelaskan 
kesesama anggota Polri terus ke tim (instansi) terkait.” 





Salah satu faktor penghambatnya adalah berkaitan dengan sumberdaya, 
berikut penjelasan dari Bapak Hermawan Ragil (Kepala Sub Seksu Pengawasan): 
“Kendala-kendala pasti ada kalau di lapangan. Pasti kita butuh anggota 
(sumberdaya manusia). Untuk sarana prasarana kita (Kantor Imigrasi Malang) 
sudah cukup. Kalau anggaran sih Alhamdulillah pemerintah sudah memberikan 
semaksimal mungkin dan Alhamdulillah itu mencukupi untuk kami (Kantor 
Imigrasi Malang) dalam akomodasi. Semua ketika itu disiapkan atau memang 
sudah ada pasti lancar saja to. Manusia ini kan diberikan akal untuk berfikir. 
Pada saat ada salah satu item yang kurang ya kita mutar otak gimana caranya, 
tujuan sama tetapi caranya itu yang berbeda. Pemerintah dalam era Pak Jokowi 
untuk imigrasi sudah cukup.” 
(7 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Menurut penjelasan dari informan lain yakni Bapak Donny (Kepala Sub 
Seksi Penindakan) terkait faktor penghambat sebagai berikut: 
“Faktor penghambatnya mungkin bahasa. Sebenarnya kalau bahasakan orang 
asing di Indonesia kan ga hanya orang yang berbahasa Inggris. Mungkin kalau 
hanya berbahasa Inggris saya dan teman-teman yang lain bisa, tetapi kalau 
bahasa yang lain seperti Cina Jepang Korea segala macemnya itu, mungkin kita 
kendalanya hanya itu si masalah bahasa. Lalu yang lebih ke anggaran tidak 
semua orang dan kepentingan. Dalam artian punya kepentingan dengan instansi 
lain termasuk mungkin orang asing tersebut ada kepentingan khusus dengan 
instansi lain untuk mengawasi anggaran pemerintah itu yang menjadi kendala 
kita.” 
(8 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
 
Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mensiasati atau 
mengevaluasi terkait faktor penghambat tersebut yang dituturkan oleh Bapak Donny 
selaku Kepala Sub Seksi Penindakan: 
“Terkait masalah bahasa tersebut kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak 
UB kan. Ketika ada pemeriksaan orang asing itu kadang kita meminta bantuan 
UB untuk membantu sebagai translator. Dan sebenarnya anggaran salah satu 
faktor penghambat. Ya kita juga melakukan revisi anggaran. Sebenarmya tidak 
ada solusi yang tepat tapi berpengaruh. Sebenarnya yang penting kita 
melakukan koordinasi saja.” 
(8 Mei 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Malang) 
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C. Analisis Data 
1. Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi Warga Negara Asing 
(WNA) di Kota Malang 
Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki tujuan sebagai kota 
pariwisata, kota pendidikan, dan kota industri dengan adanya bina cita yang dimiliki. 
Bina cita Kota Malang tersebut yakni menjadikan Kota Malang sebagai kota 
pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri. Salah satu bina cita tersebut yaitu 
menjadikan Kota Malang sebagai kota pariwisata yang tentunya banyak wisatawan 
lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Malang ini, maka peran 
keimigrasian sangat berpengaruh dalam mengawasi dan mengamankan terkait 
keberadaan orang asing yang datang ke Kota Malang. 
Fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk mengetahui 
keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan akan dijelaskan berdasarkan 
model Edward III. Indikator implementasi milik Edward III antara lain adalah 
komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu peneliti melihat 
dari faktor pendukung dan penghambat yang ada pada implementasi tersebut. 
a. Komunikasi 
Model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino 
(2008:55) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan salah satu indikator yang 
berpengaruh adalah komunikasi. Komunikasi yang baik atau dapat dikatakan berhasil 
apabila memiliki: 1) transmisi atau penyaluran komunikasi, 2) kejelasan atau 
komunikasi yang jelas atau tidak ambigu, 3) konsistensi atau komunikasi yang 
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diarahkan atau diperintahkan tidak berubah-ubah. Komunikasi akan dapat 
dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana 
kebijakan dengan para kelompok sasaran menurut Indiahono (2017:31). Apabila 
terjadi penyampaian yang tidak jelas bahkan tidak adanya penyampaian pemahaman 
maka komunikan tidak akan menerima maksud dan tujuan yang disampaikan. Jika 
dihubungkan antara teori dan fokus yang telah dilakukan oleh peneliti maka 
ditemukan hasil penelitian di lapangan sebagai berikut: 
1) Komunikasi antar subseksi dan Tim Pora 
Bentuk komunikasi yang dilakukan dalam menjalankan pengawasan 
dan penindakan keimigrasian adalah komunikasi yang terbuka. Komunikasi 
yang terbuka merupakan salah satu cara dalam memberikan informasi terkait 
pergerakan orang asing di wilayah kerja. Wilayah kerja yang cukup luas 
memerlukan informasi yang luas juga. Sehingga dengan komunikasi terbuka ini 
dimaksudkan agar para birokrat dapat saling bertukan informasi. 
Tidak hanya itu, dengan adanya keterbukaan dalam berkomunikasi 
akan mempermudah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kerjasama 
antar birokrat dan antar Tim Pora dalam menjalankan kebijakan terhadap 
pengawasan dan penindakan orang asing diwujudkan dengan kejelasan 
pembagian tugas antara sub seksi pengawasan dan penindakan dengan tim 
khusus yang disebut dengan Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing). 
Komunikasi antar subseksi Tugas subseksi pengawasan adalah bagian dari 
keimigrasian yang menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan orang asing 
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yang apabila diperlukan adanya pengawasan atau pengintaian pada saat di 
lapangan, sedangkan tugas sub seksi penindakan adalah bagian dari 
keimigrasian yang melakukan penindakan apabila setelah di lapangan selesai 
melakukan penyelidikan, maka bagian penyelidikan akan membuat berita acara 
dengan keputusan hasil penyelidikan diketahui perlu adanya proses penindakan 
maka langkah selanjutnya adalah ditindaklanjuti lebih mendalam. 
Tugas Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing) berbeda dengan sub 
seksi pengawasan ataupun sub seksi penindakan. Tim Pora berjalan 
berdasarkan surat perintah dari keimigrasian di mana surat perintah tersebut 
ditandatangani oleh kepala kantor imigrasi. Kantor imigrasi berkedudukan 
sebagai ketua tim dalam Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing) di mana 
tugasnya berkerja sama dengan stakeholder yang terlibat. Tim Pora (Tim 
Pengawasan Orang Asing) saat ini berjumlah 619 tim dengan 221 sekretariat 
yang menyebar di seluruh Indonesia. Tim Pora ini terdiri dari berbagai macam 
instansi pemerintah lain, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum 
dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Kemenkumham) atau imigrasi, Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) atau Pemerintah Daerah (Pemda), Kepolisian, Tentara Nasional 
Indonesia (TNI), Baadan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional 
(BNN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud), dan instansi terkait lainnya. Berikut pamflet 
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terkait Tim Pengawasan Orang Asing yang ada pada website resmi 
www.imigrasi.go.id 
Gambar 15. Pamflet Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) 
 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Kantor Imigrasi 
Kelas I Malang, www.imigrasi.go.id), 2018 
2) Sosialisasi terkait pengawasan dan penindakan orang asing 
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Pertukaran informasi yang didapat bersumber dari internal kantor atau 
dari pegawai serta dari instansi yang terkait. Kinerja sub seksi pengawasan 
keimigrasian memerlukan koordinasi dengan Tim Pora. Komunikasi yang baik 
terhadap sesama tim internal maupun dengan instansi terkait dibutuhkan karena 
akan mempermudah untuk mendapatkan informasi secara akurat. 
Salah satu bentuk sosialisasi yang dapat mendukung kinerja sub seksi 
pengawasan keimigrasian yakni dengan adanya sosialisasi terkait pengawasan 
orang asing. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara seperti 
sosialisasi di media informasi berupa spanduk, papan pengumuman serta 
pamphlet terkait pelaporan orang asing yang terpampang di website resmi 
www.imigrasimalang.com, kemudian sosialisasi tata cara penggunaan Aplikasi 
Pelaporan Orang Asing (APOA), lalu informasi terkait pergerakan atau yang 
berkaitan dengan orang asing dapat melalui media sosial lain seperti twitter, 
sms center. Semua media informasi dan media sosial tersebut dikelola langsung 




Gambar 16. Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Orang Asing Melalui 
Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) 
 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Kantor Imigrasi Kelas 
I Malang, www.imigrasimalang.com), 2018 
3) Kejelasan informasi terkait pengawasan dan penindakan orang asing 
Keterlibatan instansi lain yang dibentuk terdiri dari berbagai macam 
instansi yaitu kepolisisan, dinas ketenagakerjaan, dan dinas kependudukan. 
Tidak hanya instansi tersebut saja yang dapat tergabung dalam Tim Pora (Tim 
Pengawasan Orang Asing) tetapi instansi terkait hal lain juga dapat dibentuk 
sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Instansi lain tersebut misalnya 




Hasil temuan di lapangan dari hasil wawancara peneliti terhadap seksi 
pengawasan dan penindakan keimigrasian adalah terjadi kendala terkait 
komunikasi. Komunikasi tersebut adalah adanya ketidaksesuaian informasi 
yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang dengan kondisi yang terjadi 
pada saat melakukan pengawasan di lapangan. Menurut analisa peneliti adanya 
miskomunikasi tersebut dikarenakan kurang maksimalnya dalam melakukan 
proses selidik yang dilalukan instansi tersebut (pihak kepolisian), sehingga 
ketika tim dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang khususnya seksi pengawasan 
dan penindakan keimigrasian datang ke tempat kejadian yang diduga 
melakukan tindakan pelanggaran. Sub seksi pengawasan dan penindakan 
melakukan penyelidikan kembali yang dimulai dari awal. Hal tersebut bagi 
peneliti akan menimbulkan informasi yang tidak akurat atau hasil penyelidikan 
yang berbeda. Tempat kejadian tersebut adalah di suatu perusahaan yang 
letaknya di Probolinggo, di mana perusahaan tersebut masih di wilayah kerja 
Kantor Imigrasi Kelas I Malang. 
Tempat kejadian yang jangkauannya cukup jauh dari Kantor Imigrasi 
Kelas I Malang menjadikan salah satu hal yang menghambat kinerja dari sub 
seksi pengawasan dan penindakan, sehingga tidak dapat melakukan proses 
penyelidikan secara maksimal. Menurut peneliti hal ini memerlukan bantuan 
pengawasan dari instansi yang ada di sekitar tempat kejadian agar 
mempermudah dan memaksimalkan kinerja sub seksi pengawasan dan 
penindakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukkan oleh kepolisian (instansi 
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yang memberikan informasi terkait pelanggaran kemigrasian) adalah dengan 
mencari informasi terkait kejadian tersebut dengan melakukan proses 
penyelidikan langsung ke perusahaan (secara terang-terangan) atau 
mengumpulkan informasi dari para pekerja perusahaan. Langkah lainnya adalah 
dapat pula mencari informasi tambahan dengan bekerjasama dengan instansi 
terkait yang berhubungan dengan perusahaan tersebut seperti dinas 
ketenagakerjaan, Badan Inteljen Negara (BIN), atau dinas lain yang terkait. 
Sehingga dari bahan keterangan yang di dapat oleh instansi-instansi tersebut 
dapat dicari data mana yang tidak sesuai lalu dapat dilakukan proses 
penyelidikan lebih lanjut, jika terbukti adanya pelanggaran yang terkait dengan 
keimigrasian. 
b. Sumberdaya 
Indikator selanjutnya yang dikemukakan oleh Edward III dalam model 
implementasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan adalah 
sumberdaya. Sumberdaya menurut Edward III meliputi: 1) staf, 2) informasi, 3) 
wewenang, dan 4) fasilitas. Keberhasilan suatu kebijakan memang perlu adanya 
sumberdaya seperti yang telah dijelaskan oleh Edward III, pendapat Edward III 
sejalan dengan yang diungkapkan oleh Indiahono (2017:31) bahwa sumberdaya 
menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik 
sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Selanjutnya peneliti akan 
menjabarkan temuan yang ada di lapangan terkait implementasi kebijakan bebas visa 
kunjungan bagi warga negara asing (WNA) di Kota Malang. 
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1) Sumberdaya manusia 
Sumberdaya manusia menjadi salah satu hal penting dalam 
implementasi kebijakan karena dalam implementasi kebijakan memerlukan staf 
memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sumberdaya manusia 
menurut Indiahono (2017:31) merupakan sumberdaya yang kecukupan baik 
kualitas maupun kuantitas implementator yang dapat melingkupi seluruh 
kelompok sasaran. Artinya diperlukan sumberdaya manusia dengan jumlah 
yang memadai dan keahlian serta kemampuan yang dimiliki. Sumberdaya 
manusia atau staf yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Malang berdasarkan 
temuan peneliti secara personil masih sangat kurang. Mengingat wilayah kerja 
yang luas yang terdiri dari 4 kota madya dan 4 kabupaten, yaitu Kota Malang, 
Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, 
Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kota Batu. Jumlah pegawai 
di seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian seluruhnya 8 orang. 
Menjalani tugas terkait kebijakan tersebut khususnya di seksi pengawasan dan 
penindakan terbagi menjadi dua tim yakni seksi pengawasan dan seksi 
penindakan. Pejabat struktural ada 3 dan fungsional ada 5 pegawai. 
Saat melaksanakan pengawasan di lapangan ada sekitar 3 sampai 4 
orang yang bekerja, sisanya stay di kantor. Jika dilihat dari jenjang pendidikan 
terakhir di seksi pengawasan dan penindakan yaitu untuk jenjang S2 berjumlah 
1 orang, jenjang S1 berjumlah 6 orang, dan D3 berjumlah 1 orang. Secara 
kompetensi pegawai sudah memiliki kompetensi yang memadai, hanya saja 
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perlu adanya penambahan untuk meningkatkan sumberdaya yang ada. 
Mengingat wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang cukup luas. 
2) Sarana, prasarana, dan anggaran 
Sumberdaya yang berkaitan dengan fasilitas atau sarana prasarana 
yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Malang sudah cukup memadai. Sesuai 
dengan temuan yang ada di lapangan dan dari hasil wawancara yang dijelaskan 
oleh informan dirasa sudah cukup. Sarana dan prasaran tersebut seperti ruang 
kerja pegawai, ruang pelayanan yang berisi meja dan kursi pelayanan, 
perangkat komputer, perangkat foto dan sidik jari, media hiburan berupa 
televisi, serta fasilitas umum lainnya seperti kantin, ruang ibadah (mushola), 
tempat fotokopi, ruang kesehatan, ruang detensi, dan area parkir. 
Gambar 17. Ruang Kerja Seksi Pengawasan dan Penindakan 
Keimigrasian 
 
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian (Kantor Imigrasi Kelas 
I Malang), 2018 
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Kemudian ketersediaan media informasi yang berkaitan keimigrasian 
sepert banner, spanduk, papa pengumuman, brosur, website, email, twitter, sms 
center, dan hotline. Alat transportasi kantor yang ada seperti 29 motor dan 11 
mobil dinas, serta dengan adanya dukungan dari pemerintah dari segi anggaran 
juga cukup lancar, sehingga untuk sarana dan prasarana dapat dikatakan sudah 
mendukung. Meskipun dalam prakteknya anggaran yang ada belum merata dan 
belum semua dapat dirasakan oleh setiap seksi atau bagian. 
Sumberdaya anggaran dalam hal ini berkaitan dengan kecukupan dana. 
Apabila dalam melaksanakan kebijakan tidak didukung oleh dana yang cukup, 
maka kebijakan akan berjalan kurang efektif. Sumberdaya finansial menurut 
Indiahono (2017:32) adalah kecukupan modal investasi atas sebuah 
program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, kebijakan 
tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. 
Sumberdaya terkait anggaran yang ada di seksi pengawasan dan penindakan 
yaitu adanya anggaran yang kurang merata. Anggaran yang kurang merata 
ditemukan berdasarkan keterangan dari informan yakni terbukti apabila terjadi 
pada saat pengajuan anggaran tersebut dibutuhkan pada waktu yang bersamaan 
dengan keperluan dari seksi lain. Sehingga dilihat terlebih dahulu sekiranya 
manakah yang lebih memerlukan secara mendesak dan dilihat dari 
kepentingannya untuk apa. Hal ini dirasa anggaran perlu digunakan secara hati-




3) Wewenang setiap Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing) 
Wewenang yang ada secara formal di Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
dilakukan dengan adanya surat perintah yang diberikan oleh kepala kantor atau 
dari kepala seksi. Menjalankan pengawasan bersama Tim Pora (Tim 
Pengawasan Orang Asing) berdasarkan keterangan dari informan yakni dengan 
adanya surat perintah yang ditandatangani oleh kepala Kantor Imigrasi Kelas I 
Malang. Hal tersebut diperlukan karena sebagai bentuk wewenang secara 
formal dalam menjalankan tugas, selain itu Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
berkedudukan sebagai ketua tim dalam Tim Pora (Tim Pengawasan Orang 
Asing). 
Peneliti menganalisa bahwa terkait kerjasama dengan Tim Pora dapat 
dikaitkan dengan regulasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian Pasal 69, bahwa dalam melakukan pengawasan 
keimigrasian terhadap orang asing baik keberadaan dan kegiatannya selama 
berada di wilayaha Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan orang asing 
yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik pusat 
maupun di daerah. Keberadaan Tim Pora ini sebagai salah satu bentuk 








Variabel selanjutnya yakni disposisi, menurut Edward III tingkat 
keberhasilan implementasi kebijakan publik meliputi hal-hal berikut: 1) efek disposisi, 
2) melakukan pengaturan birokrasi, dan 3) insentif. 
1) Efek disposisi terkait tindakan hukum bagi orang asing 
Implementasi kebijakan bebas visa kunjungan pada Kantor Imigrasi 
Kelas I Malang ditemui dari indikator pertama yang berkaitan dengan efek 
disposisi yakni dalam memberikan tindakan tegas terkait pelanggaran yang 
dilakukan oleh orang asing telah mengacu pada regulasi yang ada. Prosedur 
yang ada sudah diatu juga dalam undang-undang keimigrasian. Berdasarkan 
pada pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif 
keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang 
melakukan kegiatan berbahaya dan patur diduga membahayakan keamanan dan 
ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan 
perundang-undangan. 
Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari informan yaitu salah satu 
tindakan hukum yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan penindakan apabila 
terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yakni terdiri dari 
2 cara, yang pertama tindakan administrasi keimigrasian (TAK) dan melakukan 
pro justicia atau disebut tindakan keimigrasian yang dibawa keranah 
persidangan (tindakan hukum). Dua tindakan tersebut dilakukan dengan 
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maksud untuk memberikan efek jera kepada pelanggar yang menyalahi aturan 
yang ada. Seperti misalnya untuk orang asing yang overstay karena 
menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan ini tidak dapat diperpanjang harus 
membayar biaya beban atau denda perhari Rp 300.000,- dan membayar 
langsung ke bank yang telah ditentukan oleh pihak imigrasi. 
2) Pengaturan birokrat dan pelatihan bagi pegawai pengawasan dan 
penindakan keimigrasian 
Indikator selanjutnya terkait pengaturan birokrasi secara umum di 
Kantor Imigrasi Kelas I Malang adalah dilakukannya rolling atau perputaran 
birokrat yang dilakukan dengan cara mutasi sesuai dengan perintah yang 
diberikan oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Keimigrasian di Jakarta). 
Mutasi atau perputaran pegawai di kantor keimigrasian dilakukan setiap 2 tahun 
sekali dengan penempatan kerja ditunjuk sesuai dengan surat edaran yang 
didapat dari pemerintah pusat. Penunjukkan untuk dapat menduduki jabatan 
dalam seksi penindakan dan pengawasan mengacu pada kebijakan yang sudah 
ada, khususnya bagi pejabat structural yang telah melaksanakan pendidikan 
pelatihan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diselenggarakan 
oleh Pusdik Resese Kriminal Polri. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk 
memberikan pelatihan khusus serta diharapkan dapat melaksanakan penyidikan 
terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan keimigrasian. 
Pelatihan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dalam 
meningkatkan kompetensi dan keahlian bagi pegawai. Pegawai tersebut akan 
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menempati posisi sebagai pejabat structural di seksi pengawasan dan 
penindakan keimigrasian. Adanya pelatihan PPNS ialah salah satu bentuk yang 
dilakukan dalam hal meningkatkan keamanan yang khususnya dalam hal 
keimigrasian. 
3) Disposisi pengawasan dalam mengetahui terkait pelanggaran bebas visa 
kunjungan 
Sikap yang dilakukan dalam mengetahui terkait pelanggaran bebas 
visa kunjungan sesuai yang dipaparkan oleh informan ialah bahwa mengacu 
pada regulasi yang ada dan berdasarkan pada informasi yang di dapat dari luar. 
Seperti informasi dari informan, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian 
(SIMKIM), media cetak/elektronik/sosial, dan lain-lain. Berdasarkan pada pasal 
68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan 
bahwa terkait pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah 
Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan visa masuk atau keluar, dan 
pemeberian izin tinggal dilakukan dengan cara: 
a) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. 
b) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan 
pencegahan. 
c) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah 
Indonesia. 
d) Pengambilan foto dan sidik jari, dan 
e) Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 
119 
 
d. Struktur Birokrasi 
Faktor terakhir yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan implementasi 
kebijakan menurut Edward III adalah struktur birokrasi. Terdapat 2 karakteristik yang 
mempengaruhi kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik 
menurut Edward III yakni, membuat Standar Operating Procedures (SOP) yang 
lebih fleksibel dan melaksanakan fragmentasi. Aspek struktur birokrasi menurut 
Indiahono (2017:32) mencakup dua hal penting yaitu mekanisme melalui SOP dan 
fragmentasi. Adanya karakteristik ini mempermudah dan menyeragamkan tindakan 
pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. 
1) Pelaksanaan dan kinerja sesuai dengan Standar Operating Procedures 
(SOP) 
Berdasarkan temuan di lapangan terkait SOP di Kantor Imigrasi Kelas 
I Malang terutama dalam bidang pengawasan dan penindakan telah dibuat 
secara jelas sesuai dengan kebijakan yang berlaku dari Direktorat Jenderal 
Imigrasi, yaitu sesuai Nomor SOP. IMI.1-GR.03.02-2134 Direktorat Jenderal 
Imigrasi tentang SOP Pengawasan Keimigrasian. SOP Pengawasan 
Keimigrasian seperti pada Gambar 18. SOP Pengawasan Keimigrasian, secara 
rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:  
Pertama, petugas keimigrasian mengumpulkan bahan keterangan atau 
informasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), 
laporan hasil penyelidikan intelkim, laporan/pengaduan masyarakat, media 
cetak/elektronik/sosial, instansi terkait, sumber informasi lainnya. Kedua, 
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kepala kantor imigrasi/kepala seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian 
memerintahkan kepala sub seksi/kepala bidang untuk melaksanakan rapat 
persiapan pengawasan keimigrasian yang menghasilkan jumlah personil, alat 
komunikasi, alat transportasi, anggaran, jangka waktu surat perintah, waktu 
pelaksanaan pengawasan, dan safe house. Ketiga, kepala kantor imigrasi/kepala 
seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian menerbitkan surat perintah 
yang isinya: (i) identitas petugas, (ii) jangka waktu, (iii) sasaran, (iv) tugas, (v) 
anggaran. Keempat, petugas keimigrasian melakukan pengawasan dengan 
procedure sebagai berikut: (i) petugas memperlihatkan surat perintah, (ii) 
memeriksa keberadaan orang asing, (iii) meminta orang asing memperlihatkan 
dokumen keimigrasian, (iv) mencocokkan identitas dokumen keimigrasian, (v) 
melakukan wawancara dan memeriksa kesesuaian kegiatan orang asing dengan 
izin tinggalnya. Kelima, petugas mengisi formulir hasil wawancara pengawasan 
keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan. 
Langkah terakhir, petugas menyusun laporan pelaksanaan operasi pengawasan 
keimigrasian. 
2) Penyebaran tugas, tanggungjawab, dan wewenang masing-masing 
subseksi dalam pengawasan dan penindakan orang asing 
Berdasarkan temuan di lapangan bahwa seksi pengawasan dan 
penindakan selalu mengacu pada aturan dan SOP yang ada sesuai dengan 
perintah dari Direktorat Jenderal Keimigrasian. Penindakan terkait 
penyalahgunaan yang dilakukan oleh subseksi penindakan berdasarkan hasil 
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wawancara yang didapat ialah secara umum berjalan secara otomatis. Subseksi 
pengawasan keimigrasian melakukan pengawasan secara otomatis dilaksanakan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada, dengan cara diselidiki terlebih 
dahulu melalui proses selidik, kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I 
Malang. Selanjutnya, tugas subseksi penindakan melakukan tindakan dengan 
cara melaksanakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibutuhkan 
dengan cara pendentensian. Pendentensian merupakan menahanan tanpa perlu 
melakukan penyelidikan dan dilakukan sampai menunggu proses pemulangan 
atau disebut dengan deportasi. 
Gambar 18. SOP Pengawasan Keimigrasian 
 





2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bebas 
Visa Kunjungan bagi Warga Negara Asing (WNA) di Kota Malang pada 
Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
a. Faktor pendukung 
Terdapat faktor pendukung dalam menjalankan implementasi kebijakan 
bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) di Kota Malang pada Kantor 
Imigrasi Kelas I Malang, berikut penjelasannya. 
1) Faktor Pendukung Internal 
a) Konsistensi aparatur terhadap kebijakan terkait pengawasan dan 
penindakan orang asing 
Mewujudkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas sesuai 
dengan regulasi yang ada, birokrat dalam Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
berupaya penuh untuk medukung implementasi kebijakan tersebut. Salah satu 
cara yang telah dilakukan ialah dengan konsisten telah melaksanakan pro 
justicia. Pro justicia adalah suatu tindakan atau proses hukum yang apabila 
diketahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang 
selanjutnya dibawa ke ranah persidangan. 
Pro justicia yang telah disandang oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
ini menjadi kali ketiga semenjak tahun 2016. Hal tersebut membuktikan bahwa 
adanya konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, karena 
dengan melaksanakan pro justicia berarti para aparatur Kantor Imigrasi Kelas I 
Malang berupaya secara maksimal untuk memberikan keamanan dan 
123 
 
kenyamanan bagi masyarakat. Suatu pelanggaran yang dilakukan orang asing 
merupakan hal yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan 
bisa berakibat pada masyarakat maupun orang tersebut, maka tindakan tegas 
perlu diperkuat dan dipertahankan sesuai dengan regulasi yang ada. 
2) Faktor Pendukung Eksternal 
a) Kerjasama antar Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing) 
Berkaitan dengan telah dilaksanakannya pro justicia pada Kantor 
Imigrasi Kelas I Malang tidak hanya cukup bagi aparatur dalam menjalankan 
tugas dan kewajibannya secara mandiri. Dukungan dan kerjasama antar Tim 
Pora sangat diperlukan sehingga dibentuk tim yang terdiri dari instansi terkait 
dalam menangani dan mengawasi orang asing. Tim Pora ini diketuai oleh 
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang dengan anggotanya berasal dari 8 
instansi pemerintah, yaitu Polres, Badan Narkotika Nasional (BNN), 
Perpajakan, Kodim, Kejaksaan, Bangkesbangpol, Dinas Tenaga Kerja 
(Disnaker), dan Dinas Pendidikan (Disdik). Anggota Tim Pora ini terbentuk 
sesuai dengan keperluan yang ditemui di lapangan. Dibentuknya tim khusus ini 
menjadikan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang lebih efektif. 
Peran dari masyarakat juga dapat ikut andil dalam memberikan 
informasi tentang keberadaan orang asing dengan cara memanfaatkan Aplikasi 
Pelaporan Orang Asing (APOA). Aplikasi tersebut diharapkan juga dapat 
membantu kinerja keimigrasian agar lebih maksimal untuk mengawasi orang 
asing. Tujuan dengan adanya peran andil Tim Pora ini dalam memberikan 
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informasi tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman tidak 
hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi orang asing. 
Berikut tampilan halaman utama aplikasi dari situs resmi yang dapat 
diakses langsung melalui www.apoa.imigrasi.go.id 
Gambar 19. Tampilan Halaman Utama Aplikasi Pelaporan Orang Asing 
(APOA) 
 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (www.apoa.imigrasi.go.id), 2018 
Peluncuran Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ini juga telah 
disosialisasikan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada tanggal 23 Mei 2017. 
Berikut dokumentasi sosialisasi tata cara pelaporan orang asing melalui Aplikasi 
Pelaporan Orang Asing (APOA). 
Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan aplikasi yang 
menggunakan sistem online yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam 
memberikan laporan dan pengawasan terkait segala hal yang berkaitan dengan orang 
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asing. Selain itu dengan adanya aplikasi ini menjadikan salah satu sistem informasi 
dalam mendukung kinerja kantor imigrasi. Penggunaan aplikasi akan dijelaskan 
dengan membuka halaman utama aplikasi sebagai berikut: 
i) Langkah pertama adalah membuka halaman website situs resmi Direktorat 
Jenderal Imigrasi dengan mengetik www.apoa.imigrasi.go.id. 
ii) Selanjutnya, akan tampil halaman utama Aplikasi Pelaporan Orang Asing 
(APOA) seperti gambar 21 di atas. 
iii) Kemudian, pelapor dapat melakukan registrasi terlebih dahulu sesuai 
dengan jenis pelapor yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pelapor 
pemilik/pengurus hotel/apartemen/mess perusahaan, pelapor 
pemilik/pengurus tempat penginapan lainnya, dan pelapor perorangan.  
iv) Setelah melakukan registrasi dengan memasukkan identitas dan hal lain 
yang diperlukan, pelapor memiliki akun dan dapat mengakses aplikasi 
dengan memasukkan password yang sudah dibuat. 
b. Faktor penghambat 
Menjalankan implementasi publik terhadap pengawasan dan penindakan 
orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Malang pasti tidak luput dari adanya faktor 
penghambat. Faktor penghambat tersebut dijabarkan sebagai berikut: 
1) Faktor Penghambat Internal 
Faktor penghambat internal yang ditemui di lapangan dalam menjalan 
implementasi kebijakan publik terhadap pengawasan dan penindakan orang 
asing ialah sumberdaya manusia. Faktor penghambat yang dimaskud yakni 
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sedikitnya jumlah anggota saat melakukan pengawasan di lapangan. Hal 
tersebut dapat di atasi selama anggota tim dapat menjalankan tugas semaksimal 
mungkin dan didukung dengan adanya sumberdaya yang kompeten. 
2) Faktor Penghambat Eksternal 
a) Kurangnya kejelasan informasi dari instasnsi terkait 
Salah satu yang ditemui saat melakukan wawancara, informan 
menjelaskan bahwa adanya faktor penghambat yang pernah terjadi saat 
melaksanakan pengawasan. Faktor penghambat tersebut adalah ketika 
instansi terkait yang tergabung dengan Tim Pora (Tim Pengawasan Orang 
Asing) tidak dapat memberikat keterangan yang lengkap. Kendala eksternal 
ini maksudnya seperti miskomunikasi. 
Komunikasi diperlukan antar tim saat melakukan pengawasan bersama 
Tim Pora, baik terkait kejelasan informasi yang diberikan oleh tim atau 
instansi lain yang tekait. Terjadinya hal tersebut menjadikan salah satu 
penghambat dalam melakukan pengawasan dan penyelidikan untuk diproses 
lebih lanjut. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi faktor 
penghambat tersebut adalah para instansi terkait sebaiknya mencari 
informasi lebih dalam, baik kepada pihak yang diduga melakukan 
pelanggaran maupun mencari informan lain yang berkaitan untuk 
mendapatkan informasi tambahan. Kemudian, melakukan koordinasi antar 








Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) 
pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang sudah berjalan dengan baik. Kantor Imigrasi 
Kelas I Malang mempunyai wilayah kerja yang cukup luas yang terdiri dari 4 kota 
madya dan 4 kabupaten ini telah berusaha secara optimal melaksanakan 
pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang masuk wilayahnya. 
Peneliti menggunakan model Edward III untuk mengetahui keberhasilan atau 
kegagalan implementasi kebijakan. Uraian dari masing-masing indikator 
implementasi milik Edward III yang ditemukan peneliti di lapangan adalah 
sebagai berikut: 
a. Indikator pertama yaitu komunikasi, jika dihubungkan antara teori dan fokus 
yang telah dilakukan oleh peneliti maka ditemukan hasil penelitian di 
lapangan meliputi komunikasi antar subseksi (pengawasan dan penindakan) 
dan Tim Pora yang dilaksanakan sesuai dengan alur birokrasi yang ada dan 
berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; sosialisasi terkait 
pengawasan dan penindakan orang asing yang dilakukan dengan berbagai 
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macam cara salah satunya sosialisasi tata cara penggunaan Aplikasi Pelaporan 
Orang Asing (APOA); kejelasan informasi terkait pengawasan dan 
penindakan orang asing. 
b. Indikator kedua yaitu sumberdaya, dalam implementasi kebijakan bebas visa 
kunjungan bagi warga negara asing (WNA) di Kota Malang sumberdaya 
terdiri dari sumberdaya manusia di mana jumlah pegawai di seksi pengawasan 
dan penindakan keimigrasian seluruhnya ada 8 orang yang dirasa kurang 
karena wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang cukup luas; sarana 
dan prasarana (fasilitas) yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Malang sudah 
cukup memadai, dan anggaran yang kurang merata di seksi pengawasan dan 
penindakan; wewenang setiap Tim Pora yang dibentuk ini untuk mendukung 
dalam menjalankan tugas di seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian. 
c. Indikator ketiga yaitu disposisi (sikap). Efek disposisi yakni dalam 
memberikan tindakan tegas terkait pelanggaran yang dilakukan oleh orang 
asing telah mengacu pada regulasi yang ada; pengaturan birokrat secara 
umum di Kantor Imigrasi Kelas I Malang adalah dilakukannya rolling atau 
perputaran birokrat yang dilakukan dengan cara mutasi sesuai dengan perintah 
yang diberikan oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Keimigrasian di 
Jakarta) dan pelatihan bagi pegawai pengawasan dan penindakan keimigrasian 
dilaksanakan untuk memberikan pelatihan khusus serta diharapkan dapat 
melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan 
keimigrasian dan juga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan 
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dalam hal meningkatkan keamanan khususnya dalam hal keimigrasian; 
disposisi pengawasan dalam mengetahui terkait pelanggaran bebas visa 
kunjungan sudah mengacu pada regulasi yang ada dan berdasarkan pada 
informasi yang di dapat dari luar. 
d. Indikator terakhir yaitu struktur birokrasi. Dalam implementasi kebijakan 
bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) di Kota Malang sudah 
memiliki Standar Operating Procedures (SOP) yang telah dibuat secara jelas 
sesuai dengan kebijakan yang berlaku dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu 
sesuai Nomor SOP. IMI.1-GR.03.02-2134 Direktorat Jenderal Imigrasi 
tentang SOP Pengawasan Keimigrasian. 
2. Implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) 
pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam prakteknya memiliki faktor-faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut 
yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung implementasi 
kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA) pada Kantor 
Imigrasi Kelas I Malang meliputi faktor pendukung internal dan eksternal. Faktor 
pendukung internal yaitu konsistensi aparatur yang memberikan sanksi tegas bagi 
pelanggar. Hal ini merupakan salah satu bentuk konsistensi aparatur terkait 
tindakan hukum yang berlaku. Faktor pendukung eksternal yaitu kerjasama antar 
Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing). Kehadiran Tim Pora sebagai tim yang 
melibatkan para instansi pemerintah terkait mempermudah kinerja serta 
mengoptimalkan tugas dan peran yang bertujuan memberikan keamanan bagi 
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masyarakat. Tim Pora terdiri dari 8 anggota dari instansi pemerintah, yaitu Polres, 
Kodim, Badan Narkotika Nasional, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), 
Perpajakan, Badan Intelijen Negara (BIN), Bangkesbangpol, dan kejaksaan. 
Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi 
warga negara asing (WNA) pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang meliputi faktor 
penghambat internal dan eksternal. Faktor penghambat internal yaitu keterbatasan 
sumberdaya manusia. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang cukup 
luas memerlukan jumlah personil yang memadai. Berdasarkan temuan peneliti 
seluruh pegawai khususnya di seksi pengawasan dan penindakan berjumlah 8 
orang. Fenomena tersebut menjadikan salah satu faktor penghambat dalam 
sumberdaya khususnya dari segi sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia yang 
sedikit menjadikan kurang optimalnya dalam memberikan pelayanan yang efektif 
bagi masyarakat. Faktor penghambat eksternal yaitu kurangnya kejelasan 
informasi dari instansi terkait. Menjalin komunikasi yang baik merupakan 
keharusan bagi setiap individu maupun tim dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya. Namun, keterbatasan individu yang kurang berkompeten 
menghasilkan informasi yang terbatas atau kurang lengkap dan menghambat 








Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti laksanakan di Kantor Imigrasi 
Kelas I Malang khsususnya seksi pengawasan dan penindakan, maka penulis 
memberikan saran-saran terkait penelitian implementasi kebijakan bebas visa 
kunjungan bagi warga negara asing (WNA) pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
sebagai berikut: 
1. Berkenaan dengan cukup luasnya wilayah kerja dengan sumberdaya manusia atau 
pegawai di seksi  pengawasan dan penindakan keimigrasian yang hanya 8 orang,  
maka saran dari peneliti perlu adanya penambahan pegawai pada seksi 
pengawasan dan penindakan keimigrasian. Perlunya membuka rekrutmen 
pegawai dengan keahlian dan kemampuan yang baik untuk menunjang kinerja 
pada seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian secara optimal.  
2. Kepada Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing) disarankan selain melakukan 
rapat koordinasi juga melakukan rapat evaluasi rutin. Rapat evaluasi ini bertujuan 
untuk mengetahui apa saja yang kurang dalam melaksanakan pengawasan dan 
penindakan sebelumnya. Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut dilakukan 
khususnya terkait dengan kedatangan orang asing yang ada di wilayah sekitar. 
Bagi Tim Pora yang memiliki tugas dalam memberikan keamanan bagi 
masyarakat untuk terus memperkuat dalam melakukan komunikasi dan informasi 
dengan instansi lain yang berkaitan dengan izin tinggal orang asing. Memperkuat 
komunikasi atau dalam arti menjalin kerjasama yang baik dilakukan agar para 
birokrat mendapatkan kejelasan informasi. 
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3. Kantor Imigrasi Kelas I Malang khsususnya seksi pengawasan dan penindakan 
bersama Tim Pora harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 
pengawasan orang asing. Tidak hanya sekali saja, tetapi rutin untuk dilakukan 
serta menghimbau masyarakat untuk berani melaporkan kegiatan orang asing 
yang berada di sekitarnya kepada pihak imigrasi dan juga tidak perlu takut untuk 
memberikan informasi terkait orang asing, karena sudah pasti akan dilindungi dan 
dijaga oleh tim yang bertugas. 
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Pedoman Wawancara (Interview Guide) 
  
PEDOMAN WAWANCARA (Interview Guide) 
Situs Penelitian: Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
Informan/Sumber: Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, 
Staff Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 
1. Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Bebas Visa Kunjungan selama ini? Dikaji dengan model implementasi Edward III, 
yaitu: 
a. Komunikasi 
1) Bagaimana menjaga komunikasi atau koordinasi antara atasan dengan 
bawahan? 
2) Apakah Kantor Imigrasi Kelas I Malang memberikan sosialisasi 
pengawasan kepada warga negara asing terkait dengan fasilitas bebas visa 
kunjungan? 
3) Bagaimana pembagian tugas Kantor Imigrasi dalam melaksanakan 
pengawasan terhadap warga negara asing? 
b. Sumber Daya 
1) Apa dan bagaimana sarana, prasarana, dan anggaran dalam melaksanakan 
pengawasan warga negara asing yang mendapatkan fasilitas bebas visa 
kunjungan? 
2) Siapa sajakah dan berapa jumlah sumber daya manusia yang menangani 
pengawasan warga negara asing khususnya yang mendapatkan fasilitas 
bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Malang? 
c. Disposisi atau Sikap 
1) Bagaimana sistem perekrutan dan diklat pegawai keimigrasian? Apakah 
ditunjuk secara khusus dalam menangani pengawasan warga negara 
asing? 
2) Berapa jumlah pelanggaran terkait bebas visa kunjungan yang pernah 
terjadi dari tahun 2014-2017? 
3) Bagaimana cara mengetahui terjadinya pelanggaran terkait pemberian 
fasilitas bebas visa kunjungan kepada warga negara asing? 
4) Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelanggaran terkait bebas visa 
kunjungan? 
d. Struktur Birokrasi 
1) Bagaimana struktur birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Malang? 
2) Bagaimana peran dan tanggung jawab Kantor Imigrasi dalam 
melaksanakan pengawasan warga negara asing yang mendapat fasilitas 
bebas visa kunjungan? 
3) Bagaimana kerangka kerja (blue print) dalam pelaksanaan pengawasan 
warga negara asing yang mendapat fasilitas bebas visa kunjungan di 
Indonesia? 
2. Apa sajakah faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terkait dengan: 
a. Bagaimana konsistensi aparatur terhadap implementasi Peraturan Presiden 
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan? 
b. Bagaimana kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dengan dibentuknya 
Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing)? 
3. Apa sajakah faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 
21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terkait dengan: 









































Dokumentasi Penelitian  
1. Foto bersama Kepala Sub Seksi Pengawasan (kanan) dan Staff Wasdakim 
(kiri) Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
 
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian, 2018 
2. Foto bersama Kepala Sub Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
pada saat melakukan wawancara 
 
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian, 2018 
3. Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing 
 
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian, 2018 
4. Rapat Pembentukan Tim Pora Tingkat Kecamatan Kabupaten Malang 
 
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian, 2018 
 
5. Sarana dan Prasarana Kantor Imigrasi Kelas I Malang 
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